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HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOGIYAI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN DOGIYAI TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI DOGTYAI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANCGARAN 2023

Lampiran : I (satu).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang a. bahwa untuk melaksalakpn ketentuan Pasal 245 ayat
ayat {3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah s6Sagaimans telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2O23 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2A22 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati
Dogiyai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dogryai tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai
Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati
Dogiyai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapa.tan dan Belanja Daerah Tahun Anggarxr 2023;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(l.rmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 29O7);
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2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahaa Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2O01 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 6697];

3. Undang-Undang Nomor LZ Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67361;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2O2l tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
firmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o1l
Nomor 82, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2O I 1 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambalan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 68ol);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2O22 ter.tatg Cipta Kerja menjadi Undang-
Undaag (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang....... / 3



-3-

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang
Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang
Kebijakan Keuangan Negara Darr Stabititas Sistem
Kcuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Te"'bahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungaa Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68O4);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 200O tentang
Kedudukan Keuangar Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O00 Nomor 21O, Tambahan hmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

I 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 17 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2O17 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6O41);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralcyat Daerah Administratif (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6O57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Administratif
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23
Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);
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14. Peraturaa Pemerintah Nomor 12 Taiun 2018 tentang
Pedoman PenJrusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6t971;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (trmbaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

I 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan
kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Da-lam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID- 19) dan/atau menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi
Nasional (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 131, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6514), sebagaimana teiah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 202O
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2O20 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan
Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2Ol9 (COVID-l9) daa/atau menghadapi
Ancaman yang Membahaya.kan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 186, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

18. Peraturan Pemerintah Nomor lO6 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaal Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangr.rnan dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (kmbaran
Negara Republik Indonesia Taiun 2O2 1 Nomor 239,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
673 r);
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2 13
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah @erita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasiona.l (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

23. Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor I447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
(COVID-2O19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 249);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2O20
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2O2 1 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 2O2O lentang Pengutamaan Penggunaan
Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belania Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O21 Nomor 910);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor
17811;
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2O21
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancan;;an Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Elelanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O21 Nomor 431);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

MEMUTUSKAN:

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran
2O23 dan Rancangan Peraturan Bupati Dogiyai tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah 2O23, sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan ini.

Bupati Dogiyai bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Dogiyai segera menindaklanjuti hasil
evaluasi dengan melakukan penyempumaan dan
penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai
Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati
Dogiyai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD,
KUA dan PPAS serta RPJMD sebagaimana tercanum
dalam Lampiran Keputusan ini.

Bupati Dogiyai bersama Dewan Perwakilan Rakvat
Daerah Kabupaten Dogiyai wajib melakukan
p€nyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2O23 dan
Rancangan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah
Tahun Anggaran 2O23 berdasarkan hasil evaluasi serta
disampaikan kembali kepada Gubernur untuk
mendapatkan Nomor Register.
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Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati
Dogiyai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Dogyai, dan Bupati Dogyai menetapksn Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah, dan
Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Dogiyai tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi
Peraturan Bupati, Gubernur mengusuikan kepada
Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan
dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai
dengan ketentuan p€raturan perundang-undangan.

Bupati Dogiyai segera menyampaikan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai
Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Dogiyai
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran
2O23 kepada Gubemur paling lama 7 {tujuh} hari setelah
ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 2O Oktober 2O23

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

S+tira-" -"e*r* dengan astinya

,.PIh. KEPALA BIRO HUKUM,i@
ELT{YYUSUF I.ALLO, SH

NrP. 19721020 200312 2 006

Salinan Keoutusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jalarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
6. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
7. Kepa.la Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan

Provinsi Papua di Jayapura;
8. Ketua BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
9. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
lO. Bupati Dogiyai di Kigamani;
11. Ketua DPRD Kab. Dogiyai di Kigamani.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERN1JR PAPUA TENCAH
NOMOR : 065-180TAHUN 2023
TANGGAL : 2O OKTOBER 2023

H.ASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOGIYAI
TENTANG PERUBAHAN ANCGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN DOGryAI TAHUN ANGCARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATU'RAN
BUPATI DOGIYAI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Dogiyai tentang
Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23 dan Rancangan Peraruran Bupati Dogiyai tentang Penjabaraa
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 dengan:

A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

B. Kepentingan umum;

C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD), Perubahan Kebijakan
Umum APBD {KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan

D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)-

KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal I81 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2O19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati, meliputi:

A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahal APBD
Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Rancangan Peraturan Bupati DogiJ'ai
tentan€l Penjabaran Perubahan APBD Ta-hun Anggaran 2023, disampaikan
kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana
Tabel. 1, sebagai berikut:

II
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Tabel. 1.

Tahapan dan Jadwal Proses Peny'usunan Perubahan APBD

Uraia!
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Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai
untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses
penJrusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, sebagaimana maksud
butir F.l.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam
APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah daiam bentuk ualg
dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan
daera-h yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber
penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan
daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai
dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang
cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas
belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selaajutnya, setiap
pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban
APBD jika angg€r€in untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau
tidak cukup tersedia.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan
secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan
tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka
menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian
pemerintah pusat/daerah lain dalam rangk, bagi hasil. Selanjutnya, APBD
sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun

25 S.ptenbcr 2023
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anggar€rn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
keuangan negara, merupakan I (satu) kesatuan yang terdiri atas pendapatan
daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 dapat dilakukan jika terjadi
perkembangan yang tidak sesuai denga.n asumsi KUA, keadaan yang
menyebabkan harus dilakukal pergeseran angg.rrlrn antar unit organisasi,
antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih
perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan
dalam tahun anggaran bedalan, keadaal darurat; dan/atau keadaaa luar biasa,
sebagaimana maksud dalam Pasal 316 ayat (l) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten
Dogiyai dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terkait
dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain
dengan ketentuan:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

a. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2O23, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional
yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dal memiliki
kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayal (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19.

b. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Perafuran
Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 meliputi semua penertnaan uang melalui Rekening Kas Umum
Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan
penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraruran perrndang-
undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah
dalam 1 (satu) tahun anggararn, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal
28 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 dan butir C.l.
lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22.

c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam Perubahan
APBD mempertimbangkan paling sedikit kebdakan makro ekonomi
daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal
102 Undaag-Undang Nomor 1 Tahun 2022 teriang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

d. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2O2 1

tentarg Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektroni-fikasi Transaksi
Pemerintah Daerah, sesuai maksud butir C.2.a.1).h) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tah]un 2022.

e. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk
memberikan manfaat bagt perkembangan perekonomian Daerah,
menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/ atau jasa yang bermutu $agi pemenuhan hajat hidup masyarakat
sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan
berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba
dan/atau keuntungal, sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2O17 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
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Berkaitan dengan itu, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas
Penyertaan Modal dalam Rancangarr Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyar
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 memperhatikan tingkat
rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total
penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dan
memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat
lainnya dalam jangka waldu tertentu, sebagaimana diatur da.lam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Investasi Daerah, dan ditegaskan dalam butir C.1.a.21
Iampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada
BUMD yang kinerjanya belum memadai (performance basedl, harus
dilakukar antara lain langkah-lalgkah optimalisasi kinerja sesuar
ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian
aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan
Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan
perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran l.aporan Keuangan
Pemerintah Daerah.

f. Melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah
mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi mela,lui inovasi
kebijakan serta miligasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi
dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai men1rusun program pembangunan
daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.vang berorientasi
pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait
dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan
sebagaimana dimaksud butir D. I Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Belanja Daerah untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait
dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk
pencapaian Standar Pelayanan Minimal {SPM). Belanja daerah dapat
dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak
terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah
mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib
yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud butir
D.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Alokasi ,rnggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan
target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam
mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan
berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau
berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya, serta
dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik yang
menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas, sebagaimana
dimaksud butir D.3 dan butir D.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tehurt 2022.

d. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O23 dan Rancangan Peraturan Bupati Dogiyai
tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 disusun
berdasarkan RKA SKPD serta berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS
sesuai ketentuan peraturan pemndang-undangan.
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e Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis
standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud butir D.10
t ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 dan butir E.l Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tah:'n 2O22.

b. Pembiayaan neto digu.nakan untuk menggunakan surplus anggaran atau
menutup defisit anggaran, sebagaimana maksud dan butir 8.2 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

rII. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TET.JTANG APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DOGIYAI TENTANG PENJABARAN APBD
DENGAN K TENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH
TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
Rp967.3O2.715.357,OO b€rtambah Rp125.951.521.O35,OO atau 11,52o/"
dibandingkan dengan target pendapatan daera-h dalam Rancangal Peraturan
Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
Rp 1.093.254.236.392,O0, dirinci sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:
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Tabel. 2.

Pendapatan Daerah
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Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2O23, yaitu:

l. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rp6.0O9.303.465,OO atau 0,55o/o dari total pendapatan daerah dalam
Ra,ncangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubalan APBD
Ta-hun Anggaran 2023, diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

l) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 Pajak Daerah Rp2.72I.OO0.0OO,OO atau O,25o/o dan
total pendapatan daerah delam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23,
yang diuraikan sebagai berikut:
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a) Pajak Restoran Rpl.600.000.OO0,00 atau 0,15% dari total
pendapatan daerah;

b) Pajak Reklame Rp12O.OOO.OO0,O0 atau 0,01o/o dari total pendapatan
daerah;

c) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rpf .000.000.000,0O atau
0,09% dari total pendapatan daerah; dan

d) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
Rp1.OO0.O00,0O atau O,O0O1% dari total pendapatan daerah.

2) Penganggaran target Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 Rp2.5OO.OOO,00 atau O,002O% dari total pendapatan daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yarg hanya diuraikan pada
obyek pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Rp2.50O.OOO,00 atau
O,OOO2o/o dari total pendapatan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan pajak
daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi
pajak daerah di Kabupaten Dogiyai serta memperhatikan perkiraan
asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah,
pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target
pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan
dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah
dan retribusi daerah dimaksud dan disusun berdasarkan:

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, sesuai maksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang
Nomor I Tahun 2022; dan

2) Pasal 94 dan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor I Tahun 2022;

sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1).a) l,ampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22 dan dalam rangka
mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah
Kabupaten Dogiyai harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas
kegiatan pemungutan dengan berbasis teknologi, sebagaimana di tegaskan
dalam butir C.2.a.1).g) l.ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahwn 2022.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan Rp 1.004.381.348,O0; atau 0,O9olo dari total pendapatan
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaian 2O23, yang hanya diuraikan pada
Bagian l,aba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (DMden) atas
Pcnycrtaan Modal pada BUMD Rp1.O04.381.348,OO atau O,O97o dari total
pendapatan daerah.

Target objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal belum
tercantum dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23. Untuk itu
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Pemerintah Kabupaten Dogiyai harus mencantumkan Hasil Penyertaan
Modal dimaksud dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba
atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal
Pemerintah Daerah dan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang
dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat
lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka \a,aktu tertentu berupa
deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang
mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;

2) Peningkatan berupajasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah
tertentu dalam jangka waktu tertentu;

3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai
akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

4| Peningkatan penyerap:rn tenaga kerja sejurnlah tertentu dalam jangka
waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang
bersangkutan; dan / atau

5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi
Pemerintah Daerah;

dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor
52 Tahun 2O12, sebagaimana maksud butir C.2.a.2).b) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, dalam hal terdapat penyertaan modal Pemerintah Daerah
Kabupaten Dogiyai sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dalarn
Rancangan Perafuran Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O23 yang belum menunjukan kinerja secara
memadai (prfomance based), harus dilakukan antara lain langkah-
langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, mengingat seluruh/sebagran aset dal kekayaan perusahaan
dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten
Dogiyai yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan
dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Dogiyai.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai juga harus lebih
mengefekti{kan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham
pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah
peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten Dogiyai sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka
meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-lain PAD yang Sah
Rp2.241.422.117,O0 atau O,2lo/o dai total pendapatan daerah dalam
Rancangan kraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Penrbahan
APBD Tahun Anegaran 2O23.
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Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23 hanya diuraikan ke dalam objek pendapatan Jasa Giro
pada Kas Daerah Rp2.241.422.117,0O atau O,2lo/o dari total pendapatan
daerah, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 dengan
berpedoman pada Pasal 24 ayat {4} dan Pasal 31 ayat (4} huruf d Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3|.a).(a) lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan
Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 semula Rp961.293.411.892,00
benambah Rp36.865.864.209,00 menjadi Rp998.159.276.1O1,O0 atau
9l,3Oo/o dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23
diuraikan pada jenis:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp951.186.457.00O,0O
bertambah Rp26.561.697.956,00 menjadi Rp977.748.154.956,00 atau
89 ,43o/o dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang
diuraikan pada objek pendapatan:

l) Dana Perimbangan semula Rp745.O16.390.0OO,0O bertambah
Rp24.385.6 1 2.956,00 menjadi Rp769.4O2.002.956,00; atau 70,38o/o
dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23,
yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

a) Dana Transfer Umum-Dana Bagr Hasil (DBH) semula
Rp99.549.769.000,00 bertambah Rp24.385.612.956,0O menjadi
Rp123.935.381.956,OO lebih besar Rp24.385.612.956,O0
dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam
Peraturan Presiden Nomor 13O Tahun 2022 Rp99.549.769.O0O,00;

b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
Rp474.629.655.000,OO sesuai dengan alokasi .rnggaran yang
tercanrum dalam Peraturan Fresiden Nomor 130 Tahun 2O22;

c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Rp105.052.520.000,0O sesuai dengan alokasi anggaran yang
tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022; dan

d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Rp65.784.446.OO0,O0 sesuai dengan alokasi nnggaran yang
tercantum dalam Peraturan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
266 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus
Non Fisik Tahun Anggaran 2023.
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2) Dana Insentif Daerah (DID)

Dana lnsentif Daerah (DID) Rp10.834.236.000,00 atau O,997o dari total
pendapatan daerah dalam Raacangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya
diuraikan pada objek Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID)
Rp 10.834.236.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.O7 /2022 tentang
Pengelolaan Insentif Fiskal.

3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan lnfrastruktur

Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur
Rp106.O97.465.000,00 atau 9,70olo dari total pendapatan daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek
pendapatan:

a) Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Rp85.595.692.O0O,O0 sesuai
dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden
Nomor 13O Tahun 2O22; dan

b) Dana Tambahan Infrastrulctur dalam rangka Otonorni Khusus
Provinsi Papua Rp20.5O1.773.OO0,O0 sesuai dengan alokasi
anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130
Tahun2022.

4) Dana Desa

Dana Desa semula Rp89.238.366.0OO,00 bertambah
Rp2.176.O85.OOO,OO menjadi Rp91.414.a5I.O0O,0O atau 8,36% dari
total pendapsfan dsslah delarn Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,
sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peratura-n
Presiden Nomor 13O Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O23 yang diuraikan ke
dalam rincian objek pendapatar Dana Desa Rp262.597.121.OOO,OO
lebih besar Rp2. 176.O85.OOO,OO dibandingkan dengan alokasi
anggaian yang tercalrtum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun
2022 Rp89.238.366. 000,00.

dianggarkan dalam Ra.ncangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggararl 2023 dan untuk Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran
yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022,
sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.a).a).(l), butir C.2.b.4).a).(2),
butir C.2.b.4).a).(3), butir C.2.b.a).{.(a), butir C.2.b.4).a}.(5}, dan butir
C.2.c.2).c).(1) l,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022.

Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus menggunakan pendapatan
dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. sebagaimana diamanatkan
dalam butir C.2.b.21 l.ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahul: 2022. Dalam hal penganggarar dana Transfer Xe Daerah (TKD),
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penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan,
Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai melakukan penyesuaian atas
penggunaan dana TKD dimaksud.

Selanjutnya, Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota
di Provinsi Papua Tengah setara dengan 2,25/o ldua koma dua puluh lima
per seratus) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasionat Tahun 2022 diba$:

l) Dana Otonomi Khusus yang bersifat block gant sebesar l% (satu per
seratus) untuk mendanai:

a) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;

b) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan
lembaga adat; dan

c) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan.

2) Dana Otonomi Khusus yang bersifat spesiTtc grant sebesar 1,25olo (satu
koma dua puluh lima perseratus) untuk mendanai pendidikan,
kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran
paling sedikit:

a) 3oo/o (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;

bl 2OYo (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan;

c) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

sebagaimana maksud butir C.2.b.4|.a).(6).(0 Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selain itu, pendapatan Kabupaten Dogiyai yang bersumbr dari Dana
Tambahan Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus
ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruI,rhrr perhubun8an,
energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.
Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dapat menggunakan
paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi Dana Tambahan Infrastruktur
untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan
kegiatan pembangunan yang didanai dari penerimaan dalam rangka
otonomi khusus Kabupaten Dogiyai untuk tahun berkenaan,
sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran dana TKD
berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9OO.1.15.5-
1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor O5O-5889 Tahun 2O2l tentang Hasil VeriEkasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasi{ikasi, Kodelikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta
pemutakhirannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp 10.1O6.954.892,00
bertambah Rp1O.304.166.253,00 menjadi Rp2O.411.121.145,O0 atau
1,87olo dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
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Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang
diuraikan pada objek Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
semula Rp I O. I O6.954.892,O0 bertambah Rp 1 O.3O4. I 66.2 53,00 menjadi
Rp20.4 1 I . 12 l. 145,00, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan
daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai
berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pendapatan bagr hasil tersebut
bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang
didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam
APBD Pemerintah Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2O23, sesuai maksud
butir C.2.b.4).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022.

3. tain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-l,ain
Pendapatan Daerah Yang Sah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23 dianggarkan Rp89.O85.656.826,00 atau 8,1syo dari total
penclapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2423, yang hanya diuraikan pada
obyek pendapatan Hibah dari kmbaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 dianggarkan
Rp89.08s.656.826,o0.

dianggarkan setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud,
yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak
mempunyai konsckuensi pcngeluaran atau pcngurangan kewajiban kepada
penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi
serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sebagaimana maksud Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2O19 serta butir C.2.c.2l.al dan butir C.2.c.2l.cl Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahwn 2022.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan a,lokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan f)aerah
Kabupatcn Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
Rp996.823.795.O88,OO bertambah Rp171.752.a37.77O,OO atau 74,7Oo/"

dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23
Rp 1. 1 68.576. 232.858,OO, dirinci sebagaimana Tabel. 3 sebagai berikut:
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Tabel.3.

Belanja Daerah
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Berdasarkan lalrsl selagsimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daeratr Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2Q23 terdiri dari:

1. Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2O23 diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanaa Dasar
semula Rp429. 573. f 05.906,00 bertambah RpS 1.405. 1 68 .27 l,OO menjadi
Rp4aO.978.274.177,OO atau 41,160lo dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang APBD Tahun
Anggaran 2O23, terdiri dari:

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan semula
Rp187.648.041.O94,OO bertambah Rp31.589.942.883,OO menjadi
Rp219.237.983.977,4O atau 18,76yo dari total belanja daerah;

2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan semula Rp95.322.324.839,00
bertambah Rp I 5.086.373 .7 04,OO menjadi Rp I 1O.4O8.698.543,O0 atau
9,45o/o dari total belanja daerah;

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekedaan Umum dan Penataan Ruang
semula Rp I O7.32 5. O87 .7 6 L,OO berkurang Rp2. 125.7 65.7 76,OO menjadi
Rp tOS. 199-321 .985,00 atau 9,0O7o dari total belanja daerah;

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
semula Rp6. 60 I .999. 535,O0 bertambah Rp4. 784.8O9.q43,0O menjadi
Rp 11.386.8O9.478,00 atau 0,97olo dari total belanja daerah;

5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman darr Ketertiban Umum
Serta Perlindungan Masyarakat semula Rp 18.281.1 15.376,00
bertambah Rp 1.942. 145.756,00 menjadi Rp2O.223.261. 132,OO atau
1,73o/o dari total belanja daerah; dan

6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial semu-la Rp 1a.394.537.3O 1,O0

bertambah Rp127.661.761,O0 menjadi Rp14.522.199.062,O0 atau
1,24o/o dati total belanja daerah.

b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan
Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan
Dasar semula Rp95.756.862.633,0O bertambah Rp7.448.343.317,00
menjadi Rp 103.2O5.2O5.95O,O0 atau 8,837o dari total beianja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang APBD Tahun
Anggaran 2023, terdiri dari:
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lI Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja semula Rp4.486.993.692,0O
bertambah Rp276. 698. 856,O0 menjadi Rp4. 763. 69 2. 548,OO atau 0,4 1 

o/o

dari total belanja daerah;

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak semula Rp4.918. I 14.254,00 bertambah
Rp2 1.O33.775,O0 menjadi Rp4.939.148.O29,OO atau 0,42% dari total
belanja daerah;

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan semula Rp5.528.740.76O,OO
bertambah Rp1.634.7O9.074,OO menjadi Rp7.163.449.834,OO atau
0,61% dari total belanja daerah;

4) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup semula
Rp8.474.534.959,O0 berkurang Rp7.19O.974,0O menjadi
Rp8.467.343.985,0O atau O,72Yo dari total belanja daerah;

5) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil semula Rp 1O.1a6.O61.253,00 bertambah
Rp676.945.256,O0 menjadi Rp I O.823.OO6. 5O9,OO atau O,93olo dari total
belanja daerah;

6) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
semula Rp8.829.516.688,00 bertambah Rp577.957.507,OO menjadi
Rp9.4O7.474.195,00 atau 0,81olo dari total belanja daerah;

7) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Rp3.O68.83O.OOO,OO atau 0,260/o dan total belanja daerah;

8) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan semula
Rp18.8S.rO7.243,0O berkurang Rp137.288.451,OO menjadi
Rpl8.716.818.792,OO atau 1,6O7o dari total belanja daerah;

9) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika semula
RpS.156.5O6.319,OO bertambah Rp1.483.454.526,OO menjadi
Rp6.639.96O.845,OO atau O,57o/o d,an total belanja daerah;

10) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
semula Rp I 4.487.687. I 67,00 bertambah Rp 1.742.4 I 6.369,O0 menjadi
Rp r 6.23O.1O3.536,00 atan 1,39o/o dari total belanja daerah;

11)Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal semula
Rp2.589.883.789,00 bertambah Rp299.615.895,00 menjadi
Rp2.889.a99.684,OO atau O,25yo dari total b€lanja daerah;

12) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan . Olahraga
Rp573.162.O00,0O atau O,05% dari total belanja daerah;

13) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan semula RpS.168.490.437,O0
bertambah Rp I 84.2 I S.aO9,OO menjadi Rp5.352.705.846,OO atau O,460lo

dari total belanja daerah;
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14) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Rp3.474.234.O72,OO bertambah Rp695.776.O75,0O
Rp4.17O.010.147,OO atau O,360lo dari total belanja daerah;

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

semula
menjadi

Urusan Pemerintahan Pilihan semula Rp25.l4l.107.955,00 bertambah
Rp5. 599.3 I 9.597,OO menjadi Rp3O.740.427.552,OO ata\t 2,630/o dari total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang APBD Tahun Anggaran 2O23, terdiri dari:

1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan semula
RpS.892.657.405,OO berkurang Rp177.6O4.117,O0 menjadi
Rp5.715.O53.28E,OO atau O,49"/o dari total belanja daerah;

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Rpf 50.000.000,00 atau
0,01% dari total belanja daerah;

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian semula Rpl 1.138.797.235,00
bertambah Rp388.576.141,00 menjadi Rpl1.527.373.376,00 atau
0,99% dari total belanja daerah;

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan semula
Rp7.872.443.315,00 bertambah RpS.388.347.573,00 menjadi
Rp 13.260.79O.888,00 atau 1,13olo dari total belanja daerah; dan

5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Rp87.21O.O0O,0O atau
0,01% dari total belanja daerah.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan semula
Rp1O7.769.531.421,O0 bertambah RpS1.252.418.493,00 menjadi
Rpl59.02 l.949.914,00 atau 13,610lo dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang APBD Tahun
Anggaran 2023, terdiri dari:

1) Sekretariat Daerah semuLa Rp70.373.794.966,0O bertambah
Rp45.442.978.783,00 menjadi RpI I5.8I6.773.749,OO atau 9,9I% dari
total belanja daerah; dan

2| Sekretariat DPRD scmula Rp37.395.736.455,0O bertambah
Rp5.809.439.71O,OO menjadi Rp43.2O5.176.165,00 atau 3,7O% dari
total belanja daerah.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Alokasi .rnggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan semula
Rp259.210.0O9.948,00 bertambah Rp19.201.311.619,00 menjadi
Rp278.41f .321.567,00 atanu 23,82o/o dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang APBD Tahun
Anggaran 2O23, terdiri dari:



-21 -

1) Perencanaan semula Rp14.624.O5O.752,OO bertambah
Rp3.335.285.483,OO menjadi Rp17.959.336.235,00 atau 1,5470 dari
total belanja daerah;

2) Keuangan semula Rp234.786.369.7A2,OO bertambah
Rp10.779.693.977,OO menjadi Rp245.566.O63.759,0O atau 2 1,O1o/o

dari total belanja daerah;

3) Kepegawaian semula Rp9.557.O59.414,O0 bertambah
Rp4.836.332. 159,OO menjadi Rpr4.393.39 1.573,00 atau 1,237o dari
total belanja daerah;

4) Pendidikal dan Pelatihan belum dianggarkan dalam Rancangan
PerErturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23; dan

5) Penelitian Dan Pengembangan semula Rp242.53O.000,O0 bertambah
Rp250.O0O.OOO,OO menjadi Rp492.53O.OOO,O0 atau O,O47o dari total
belanja daerah.

f. Unsur Pengawasan Unrsan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan semula
Rp16.289.660.338,00 bertambah Rp1.944.243.104,0O menjadi
Rp 18.233.903 .442,OO alau I ,56% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang APBD Tahun
Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Inspektorat Daerah semula
Rp16.289.660.338,00 bertambah Rp1.944.243.1O4,OO menjadi
Rp18.233.9O3.442,OO atau 1,560lo dari total belanja daerah.

g. Unsur Kewilayahan

Alokasi anggaran Unsur Kewilayahan semula Rp45. 168.669.285,00
berkurang Rp948.6 I 5.646,O0 menjadi Rp44.220.053.639,OO atau 3,78%
dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang APBD Tahun Anggaran 2O23, yang dialokasikan pada
Kecamatan semula Rp45. I 68.669.285,00 berkurang Rp948.6 1 5.646,00
menjadi Rp44.220.O53.639,OO atau 3,78% dari total belanja daerah.

h. Unsur Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum semula
Rp17.914.847.602,00 bertambah Rp35.850.249.015,O0 menjadi
Rp53.765.O96.617,OO atau 4,60yo dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang APBD Tahun
Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Kesatuan Bangsa Dan Politik
semula Rp17.91a.847.6O2,OO bertambah Rp35.850.249.O15,0O menjadi
Rp53.765.096.6f 7,O0 atau 4,60yo dari total belanja daerah.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai
mengalokasikan belanja daerah:
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a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kcwenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang,
Undang Nomor 23 Tahun 2O14, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23,

b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19.

2. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkair Pelayanan Dasar
dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Pembahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan
SPM, sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan semula
Rp22.862.817.133,00 bertambah Rpl5.O79.775.376,00 menjadi
Rp37.942.592.509,00 atau 17,3lo/o dari total belaqia Urusan Pemerintahan
Bidang Pendidikan Rp2 19.237 .983.977 ,AO. Alokasi anggar€rn untuk belanja
SPM tersebut diuraikan dalam:

l) Kegiatan Pendidikan Dasar semula Rp21.O67.817.133,00 bertambah
Rpl2.7 34.432.24S,OO menjadi Rp33.8O2.249.378,OO;

2) Kegiatan Pendidikan Kesetaraan semula tidak dianggarkan, dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp2.345.343.131,0O; dan

3) Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Rp1.795.OO0.OOO,OO.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Pendidikan untuk Provinsi yartg terdiri dari:

1) I OOo/o Warga Negara Usia 7-12 tahun berpartisipasi dalam pendidikan
sekolah dasar;

2l lO0o/o Warga Negara Usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam
pendidikan sekolah menengah pertama;

3) lo0o/o Warga Negara Usia 7-18 tahun berpartisipasi dalam pendidikan
nonformal/kesetaraan; dan

4) lOO% Warga Negara Usia 5-6 tahun berpartisipasi dalam pendidikan
anak usia dini;

Selanjutnya, dalam pemenuhan belanja SPM Pendidikan perlu
memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 202 I tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Provinsi Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20 18 tentang
Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2O21 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2Ol8 tentang
Standar Teknis Pelayanal Minima,l Pendidikan.
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b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk beianja SPM Bidang Kesehatan semula
Rpl.2O0.OOO.0O0,0O bertambah Rp865.210.OOO,OO menjadi
Rp2.O65.21O.O0O,00 atau 1,87o/o dari total belanja Umsan Pemerintahan
Bidang Kesehatan Rpl 10.408.698.543,00. Alokasi zurggaran untuk belanja
SPM tersebut diuraikan dalam:

l) Kegiatal Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar semula
tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
Rp49.270.O0O,O0;

2) Kegiatan Pelayanan Kesehatar Pada Usia Produktif semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dr:giyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
Rpa9.270.000,O0;

3) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
Rp49.270.0O0,00;

4) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi semula tidak
dianggarkan, dalam Rancaagan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
Rp49.27O.OOO,OO;

5) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
Rp49.270.OO0,00;

6) Kegiatan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
semula tidak dianggarkan, da-lam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dianggarkan Rp295.8OO.0OO,OO;

7) Kegiatan Pelallanan kesehatan orang terduga tuberkulosis semula tidak
dianggarkan, dalam Rancalgan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyar
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
Rp49.27O.OO0,00;

8) Kegiatan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang
melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human lmmunodeficiency
Virus) semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23
dianggarkan Rp49.34O.OOO,OO;

9) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil semula Rpl.2O0.O00.OOO,OO
bertambah Rp62.95O.O0O,OO menjadi Rp 1.262.95O.OOO,00;

l0) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin semula tidak dianggarkan,
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diaaggarkan Rp62.960.0O0,O0;
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1l) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
Rp49.270.OOO,OO; dan

12) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita semula tidak dianggarkan, dalam
Rancaagan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O23 dianggarkan Rp49.27O.00O,OO.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Kesehatan yang terdiri dari:

1) Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu hamil;

2) Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu bersalin;

3) Jumlah Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;

4) Jumlah Pelayanan Kesehatan baiita;

5) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;

6) Jumlah Pelayanan Jiwa Berat;

7) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produldif;

8) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia l^anjut;

9) Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;

10) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melirus;

11) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan

l2) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga T\rberkulosis; dan

13) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang
Melemahkan Daya Tahan T\rbuh Manusia lHuman Immunod.eficiency
Virusl

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Taiun 2O2 1, dan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatal.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggar€rn untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Rp3.690.653.713,00 atau 3,51% dari total belanja Urusan
Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rp105. 199.321.985,OO. Alokasi altgaftm untuk belanja SPM tersebut
diuraikan dalam Kegiatan Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-
hari Rp3.690.653.7 13,00;.

harus diprioritaskan unfuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Provinsi yang terdiri dari:

l) lOO7o Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah
lintas kabupaten /kota; dan
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2l loOo/o Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah
domestik regional lintas kabupaten/kota;

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O21, dal Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat Nomor 29 Tahun 2O1E tentang
Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ralc-vat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dal
Kawasan Pemukiman semula Rp15O.3O0.000,O0 bertambah
Rp60.O40.O0O,OO menjadi Rp21O.34O.OOO,OO atau 1,85% dari total belanja
Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Rp I 1.386.8O9.478,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut
diuraikan dalam Kegiatan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah
kabupaten/ kota semula Rp I5O.3OO.OOO,O0 bertambah Rp6O.04O.0OO,O0
menjadi Rp210.34O.0O0,OO.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Provinsi yang terdiri
dari:

1) l OOo/o Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak
huni; dan

2l LOOo/o Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerinta}
Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang
layak huni.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O18, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O21, dal Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumalan Rakyat Nomor 29 Tahun 2O18.

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi angg€uan untuk belanja SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban
Umum semula Rp59.977.00O,OO bertambah Rp319.613.000,00 menjadi
Rp379.59O.O00,O0 atau 1,88% dari total belanja Urusan Pemerintahan
Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan
Masyarakat Rp2O.223.261.132,OO. Alokasi anggaran untuk beianja SPM
tersebut diuraikan dalam Kegiatan Pelayanan ketentraman dan ketertiban
Umum semula Rp59.977.OO0,0O bertambah Rp319.613.0O0,O0 menjadi
Rp379.59O.0OO,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas
yang terdiri dari:

1l I OOo/o Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum;

2l l0oo/o Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Informasi Rawan
Bencana;

3) IOO% Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
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4l lOOo/o Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Bencana; dan

5) 100% Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Kebakaran.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraruran
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O21, dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor l2l Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan
Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan
Kabupatenl Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran unruk belarrja SPM Bidang Sosia-l Rp427.l3O.OOO,OO atau
2,94% dar, total belanja urusan bidang social Rp14,522.199.O62,OO.
Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiataa
Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,
lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti
Rp427.13O.0OO,OO.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial
untuk Provinsi yang terdiri dari:

1 ) I OOo/o Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan
rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telartar di dalam palti;

2) I OO% Warga Negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar
anak telantar di dalam panti;

3) I OOo/n Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi
sosial dasar lanjut usia di dalam panti;

41 1O@/o Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan
rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti; dan

5) l00o/o Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan
perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat
bencana bagi korban bencana provinsi;

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O18, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial
Nomor 9 Tahun 2O 18 tentang Standar Teknis Pelayanaa Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/Kota.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Da-lam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui
peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari
perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi.

Sasaran pembangunan tahun 2O23 adalah:
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a. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan
produktivitas dengan indikator:

1l Pertumbuhan Ekonomi 5,3o/o-5,9o/o;

2) Tingkat Pengangguran Terbuka 5,37o s.d. 6,00lo;

3) Rasio Gini O,375 s.d. 0,378; dan

4) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 27,O2o/o.

b. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai
representasi pembangunan inklusif dengan indikator:

1) Indeks pembangunan manusia 73,31 s.d. 73,49; dan

2| Tingkat kemiskinan 7,5olo s.d. 8,57o.

Berkaitan dengan itu, dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun
2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2O22
tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2O23 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022, Pioritas Nasional Tahun 2023 meliputi:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
dan Berkeadilan (PNU Rp4l.23O.I5O.0OO,OO dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O23 dalam rangka memperkuat ketahanan
ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diarahkan
untuk mendukung p€mulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai
tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara
sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada
sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM), serta didukung penguatan reformasi fiskal, penguatan
sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan
partisipasi dalam rantai produksi global" perbaikan sistem logistik,
percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT),
pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Pada tahun 2O23, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka
memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai
modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan

2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan
daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian
sasaran PNl, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP)

yaitu sebagai berikut:
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1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan
Energi Baru Terbarukan (EBT) (PPU, belum diangearkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O23;

2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi (PP2), belum dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23;

3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan
(PP3), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4),

belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Pembahan APBD Tahun Anggaran 2O23;

5) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan
Koperasi (PPS), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023;

6) Peningkatan Nilai Tambah, tapangan Keda, dan Investasi di Sektor Riil,
dan Industrialisasi (PP6), belum dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23;

7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat
Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7), belum dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupateal Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023; dan

8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8), belum
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan (PN2) Rp3.886.931.0O0,OO dianggarkan dalam Rancangan
Peraruran Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus
mengalokasikan anggaran p€ngembangan wilayah untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2) yang diarahkan untuk
mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-|9 dengan mengadopsi
cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring
pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan
berkelanjutan, mampercepat transformasi sosial ekonomi untuk
meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat
optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan mempercepat
pemerataan kualitas hidup antar wilayah.
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Sasaran pengembangan wilayah Kabupaten Dogiyai pada periode 202O-
2024 adalah menurunnva kesenjangan antar r*'ilayah dan tetap menjaga
momentum pertumbuhan.

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
(PN3) Rpl 56.923. I 5 1.9 I 6,00, dianggarkaa dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023, yang diarahkan pada keberlanjutan reformasi sistem kesehatan
nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan sfunting, dan reformasi
sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada
tahun 2O23, yaitu sebagai berikut:

1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;

2) Reformasi sistem perlindungan sosial;

3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
semesta;

4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

6) Mengentaskan kemiskinan; dan

7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian
sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu:

l) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
[PP1] dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data
kependudukan belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023;

2| Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka
menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau
p€nduduk miskin dan kelompok rentan belum dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023;

3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3) dalam rangka
meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
semesta melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh
witayah belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan AFBD Tahun Anggaran 2023;
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4) Peningkatan Pemerataan [ayanan Pendidikan Berkua-litas pPa) dalam
rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PPS) dalam
rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai
tindak kekerasan, pcmberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan
ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial
kemasyarakat.rn, organisssi, dan berwirausaha belum dian5garkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

6l Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas akses aset
produktif bagi rumah tangga miskin dan rentaa belum dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogyai tentang
Perubahan APBD Tahun Angqaran 2023; dart

7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka
meningkatkan produktivitas dan daya saing belum dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023.

d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)

Rp43.658.324.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus mengalokasikan
anggaran Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4) dalam
Rancangan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggeran 2023 yang diarahkan untuk penguatan
modal sosial dan budaya dalam rangka mendukung peningkatan
produktMtas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan
bcrkelanjutan.

Pada tahun 2O23, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka
memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai
berikut:

l) Menguatnya rcvolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk
memantapkan ketahanan budaya;

2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran
kebudayaan dalam pembangunan;

3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;

4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat
dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;

5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter
bangsa; darr
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6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat
berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian
sasaran PN4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, yaitu:

1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk
Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas
Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkaralrter {PPl) belum dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tent.rng
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23;

2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk
Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa,
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah
Perkembangan Peradaban Dunia [PP2) belum dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Penrbahan
APBD Tahun Anggaran 2023;

3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi,
Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3) belum dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan f)aerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023; dan

4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagr
Ter*rrjudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4)

belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

e. Memperkuat lnfrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar (PNS) Rp 188.897.715.255,00 dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023, Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten
Dogiyai harus mengalokasikzrn an$lgaran Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PNS) dalam
Rancangan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 yar.g difokuskan pada
peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan
dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor yang menjadi
penggerak bag pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta
pembangunan lbu Kota Nusaltara.

Sasaran dan indikator utama PNs yaitu sebagai berikut:

l) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;

2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan
akses menuju pelayanan dasar;

3) Mcningkatnya lay-anan infrastruktur perkotaan;
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4) Meningkatnya layanan energi dan kglenagali5lrikan; dsn

5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PNS dilakukan
melalui 5 (lima) PP, yaitu:

l) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PPl) belum dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O23;

2) Infrastruktur Ekonomi (PP2) belum dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023;

3) Infrastruktur Perkotaan (PP3) belum dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23;

4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4) belum dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Angg;aran 2023; dan

5) Transformasi DQitaI (PPS) belum dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Pembahan APBD Tahun
Anggaran 2023.

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketehanan Bencana, dan
Perubahan Iktim (PN6) Rp2.OOO.0OO.OO0,OO dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023, Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten
Dogiyai harus mengalokasikan anggaran Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Elencana, dan Perubahan Iklim (PN6) dalam
Rancangan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang difokuskan pada upaya
menjaga kelestarian sumbr daya alam dan lingkungan hidup untuk
menop.rng produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam
rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan
berkelanjutan serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan,
pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan
hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada
kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan
keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan
terhadap bencana dan dampak iklim, serta pembangunan rendah karbon.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diu,ujudkan dalam rangka
membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan
perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

lf Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
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2) Berkurangnya kerugian akibat dampal< bencana dan bahaya iklim; dan

3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK
terhadap baseline.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian
sasaran (PN6) terdiri dari 3 (tiga) PP, yaitu:

l) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PPl) dalam rangka
meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan
kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut, belum dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23;

2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka
berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan
bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi
peringatan dini bencana kepada masyarakat, belum dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan

3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3) dalam rangka meningkatkan
capaian penumnan emisi CRK terhadap baseline pada sektor energi,
lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan, belum dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23.

g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan
Transformasi Pelayanan Publik (PN7) Rp7 3 1 .97 9.9 60. 687,00, dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan pada
peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan. Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan
pada sistem hukum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi,
peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang menyertakan
aktor non pemerintah, serta penyelenggaraan pertahanan dan keamanan
di tengah peningkatan respons pertahanan beberapa negara di kawasan
Asia dan penguatan teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting
dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan
peningkatan kualitas demokrasi diberikan perhatian lebih besar
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang pelayanan publik
difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi,
penguatan kelembagaan, dan proses bisnis yang efelilif didukung oleh ASN
profesional untuk mewujudkan btokrasi pemerintah yang melayani dan
responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraannya.

Pada tahun 2O23, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka
memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
(PN7) yaitu sebagai berikut:
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1)Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya
Kebebasan, Menguatnya Kapasitas kmbaga-[rmbaga Demokrasi dan
Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;

2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;

3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;

4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan

5) Te{aganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan
dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

1) Konsolidasi Demokrasi (PPl) dalam rangka mewujudkan stabilitas
politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif,
dan partisipatif, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2A23:

2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) dalam rangka meningkatkan
efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan
internasional, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Pembahan APBD Tahun Anggaran 2O23;

3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan
penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan,
belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka meningkatkan
kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah, belum
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan

5| Menjaga Stabilitas Keamanan Nasiona-l (PPS) dalam rangka menjaga
stabilitas pertahanan dan keamanan, belum dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O23.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupatcn
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah
Kabupaten Dogiyai telah mengalokasikan anggaran belanja daerah
berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2O23 tersebut,
sebagaimana tercantum dalam Tabel.S sebagai berikut:
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Tabel.5.

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah
Kabupaten Dogiyai dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2O23

Rasio Terhadap
Be Daer:*r

d

3,53%

0,33%

r s6.q23.151.916,00 13,430,.!

3,74"t"

16,l6%

o,L70k

62,tAo/,,

,lurnlah Alokssi dalam APtsl) 100

Alokasi anggar€rn berdasarkan tabel sebagaimana diatas, harus diupayakan
untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama
pengembangan wilayah Kabupaten Dogiyai pada tahun 2023 sesuai maksud
Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 yang meliputi:
a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Papua 8,47o s.d 11,5%;

b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan
wilayah Papua sebesar 23,5% s.d 24,@/o; sefta

c. Meningkatnya kesempatan ke{a, dengan menurunkan tingkat
pengangguran terbuka wilayah Papua sebesar 3,5olo s.d. 3,87o.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbalgkan potensi pemulihan
kembali lreboundl kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak
pandemi COWD- 19 serta seteliah melalui pembahasan bersama pemerintah
daerah.

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 harus mendukung tercapainya IPM
Provinsi di wilayah Papua sebesar 62,06% s.d 65,92%.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus
mensinkronisasikan sasaran dan target penJrusunan RKP Tahun 2023

hioritas NasionalNo
Rancangan P-APBD

2023 {RD}

Memperkuat Ketahanan E(onomi Untuk
Pertumbuhan Yang Bcrkualitas dan
Berkeadilan (Pt{ l)

b

41 .230.150.000,00

c

Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi
lGscnjangan dan Menjanin I'cmerataan (PN2)

2

3.886.931.000,00

B€rkuahtas dan
J Meningkatkan Sumber Daya Manusia y

4 dan ftmbangunanRevolusi Mental
Kebudavaan {PN4}

43.658.324.000,00

Memperkuat lnfrastrul ur Untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Felavanan Dasar
(PNs)

5

188.897.715.255,O0

2.000,000.000,00
Membangun tingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana dan

Stabilitas Polhukhankam dan

6

anan fublik
7. lMemperkuat

'lYansformasi 731.979.960.687,00

1. I 6E.576.232.85ti,(U
Tota.l Bclania Daerah t. 168.576.232.858.00

t.

JflEbahan Iklim {PN6}
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tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM peke{a
keras yang dinamis, produl.rtif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;

b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur
untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi,
mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kcrja
baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi
dengan pendekatan Omnibus lal.o, terutaTna menerbitkan 2 (dua) Undang-
Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang
mengenai Pemberdayaan UMKM;

d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan
lapangan ke{a, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan
menyederhanakan eselonisasi; dan

e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari
ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern
yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakrnuran bangsa demi
keadilan sosia-l bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daeratr Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan
Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Doeiyai Tahun 2023,

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O23, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai belum
mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan kioritas Daerah tahun
2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus
mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undargan dan sebagaimana diamanatkan
dalam butjr F.1.b.4) t"ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Talvn2022.

5. Dalam rangka pengenda.lian inllasi di daerah, serta mendukung kebijakan
pemcrintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga
pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta
stabilitas perekonomian di daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai
untuk mengalokasikan anggnran tersebut secara memadai dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran pengendalian inflasi di daerah
antara lain dianggarkan pada:

a. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam I (Satu)
Kabupaten/Kota semula Rp89. 17O.OOO,O0 bertambah Rp42O.720.OOO,0O
menjadi Rp509.890.0OO,0O;
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b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di
Tingkat Kabupaten/Kota Rp651.OOO.OOO,OO; dan

c. Sub Kcgiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
Rpl49.95O.O0O,OO.

agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangal.

6. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetaFkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan €rnggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, yang besarannya
telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23 Rp240.483.461.970,O0 atau 20,58o/o dari total belanja
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, dengan uraian perhitungan
Tabel. 6 sebagai berikut:
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Tabel. 6.

Alokasi Fungsi Pendidikan
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telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-
kurangnya 20olo (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai
amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 8l ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun
2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagnimana maksud butir G.l
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai mempertahankan
alokasi angg€ran untuk fungsi pendidikan sekurang-kura-ngnya 2oolo (dua
puluh persenl dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 dan Pasal 8l ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 20O8 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, yang diprioritaskan
penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di
Kabupaten Dogiyai.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai untuk menyediakan
alokasi anggaran fungsi pendidikan melebihi ketentuan tersebut diatas,
mengingat Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga memperoleh Dana
Otonomi Khusus yang terutama ditujukan antara lain untuk pendidikan
sesuai amanat Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2l
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pasal 4 ayat
(3) dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, serta Pasal
3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor lO7 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasal, dan Rencana Induk Percepatan
Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi
Papua.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut diatas, antara lain
dialokasikan untuk program pada urusan bidang pendidikan semula
Rp187.648.041.094,OO b€rtambah Rp31.589.9a2.883,OO menjadi
Rp219.237.9a3.977,OO atau 9l,l7o/o dari total anggar€rn untuk fungsi
pendidikan, yang diuraikan dalam:

1) Program Pengelolaan Pendidikan semula Rp108.966.479.7E3,0O
bertambah Rp24.A77.142.156,00 menjadi Rp 133.783.62 1.939,O0 atau
55,630/" dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;

2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Rp573.162.O0O,0O atau O,24o/o d,ai total anggaran untuk fungsi
pendidikan; dan
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3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
semula Rp78.681.561.3 f l,OO beftambah Rp6.772-8OO.727,OO menjadi
Rp85.454.362.O38,OO atau 35,53olo dari total anggaran untuk fungsi
pendidikan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga
pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan olch
Gubemur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
202 1 tentang Pengupahan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi :rnggaian kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
Rpl1O.4O8.698.543,00 ata]u lO,29o/o dari total belanja daerah di luar gaji
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, dengan uraian perhitungan
Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel. 7.

Alokasi Anggaran Kesehatan

APBD 1A 2023 tRIl

qo &ri total
snSgran
!Eshatan

E2.609.750.579,00 86.66 93.55 I .050.6 l6-00

E4.410.956.76E.0!Belarja Op.rasr: 74.116_1 1E.731,m 17,b
a

b.

hibah

27

46.359.530.
,. I 18.6.13.635,00

0,00

8.391 .63 I .848,00

0.00 _ _,.0,9q
9.240.091 .E48,0q

t6.757.O+1 .9n,m12.712.574.mp 13,3.1

Belania OEra6il 12.615.270.260,m 13,23 r 5.080.547.927,00

2.Sr2.574.7@.m 3,06 2.957.765.527,00

c j!.hda hibn __
d. i balarua bantuan $sral

0.m
0.00 0,m

B.lanja L{odal; 97.304.m0.m 0,t0 r.677.1m.0@.00
Bclarra Tran&r: 0.00 0.00

0,00

0,00

Behria bantuai klualltan 0.m 0,00

Sub Kccirta[. .. Pada SrcD 0,00 0.00 0,00
) l!{(ararl lkr.hatan la+bl 95.312.324.839,00 I I0.408.618.543,1x)

3 Total Belanla Daerah

Gaji Pokok AsN

s96.82.i.795.088,m l r. r 6g.s?6.232.8sr.m
102.6 10.978.007.00 9s.883.92t.q69

I 0?2.692.306 889894.212.817.08r,m

l0,f,6en

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten
Dogiyai agar mengalokasikan Anggaran Kesehatan di luar gaji -vang
digunakan untuk program dan kegiatan dalam upaya untuk p€ningkatan
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Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat dengan tetap memp€rhatikan
kesejahteraan bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan, sebagaimana
maksud Pasal 4O9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan dan butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2O22, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian
indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Dogiyai.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai untuk menyediakan
alokasi anggurran untuk kesehatan tersebut diatas secara konsisten dan
terus menerus, mengingat Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai
memperoleh Dana Otonomi Khusus yang terutama ditujukan antara lain
untuk kesehatan sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 2

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5
Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, serta Pasal 3 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 1O7 Tahun 2O21.

Alokasi anggaran kesehatan pada Dinas Kesehatan diuraikan Program
pada urusan bidang kesehatan semula Rp82.609.75O.579,O0 bertambah
Rpl l.O41.30O.037,00 menjadi Rp93.651.05O.616,00 atau 84,82% dari
total anggaran kesehatan, y'ang diuraikan pada:

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat semula Rp29.779.651.848,00 bertambah
Rp9.4OO.32O.0O0,OO menjadi Rp39. I 79.97 1.848,00 atau 35,497o dari
total angg€rr.rn kesehatan;

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
semula Rp 1 6.O57.444. I 33,00 bertambah Rp457.736.OOO,OO menjadi
Rp16.515. 180.133,00 atau 14,960lo dari total angga-ran kesehatan;

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Rp396.800.OO0,00 atau 0,36% dari total anggaran kesehatan; dan

4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
semula Rp36.375.854.598,00 bertambah Rp1.183.244.037,00
menjadi Rp37.559.O98.635,OO atau 34,0270 dari total anggaran
kesehatan.

Penyediaan alokasi a:i,ggaran untuk penurunan prevalen si stunting
(pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, pcnurunan prevalcnsi
kekurangan (under weiglx)pada anak balita dan menurunnya prevalensi
wasting (kurus) pada anak balita antara lain pada Sub Kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gtzi Masyarakat semula
Rp2.lO5.435.0OO,OO bertambah Rp4.578.75O.0OO,OO menjadi
Rp6.684. 185.0O0,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyei tentang Penrbahan APBD Tahun Anggaran 2O23
sebagaimana diamanatkan dalam butir G.2.a l.ampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tabvn 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam
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Negeri Nomor O50/489O/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan
Penurunan Stunting di Daerah.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga
kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh
Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021.

c. Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai menqalokasikan belanja
Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh perscn)
dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/ atau Transfer
Kepada Daerah dan/atau Desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer
kepada daerah dan/atau desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dengan uraian perhitungan Tabel 8 dan
Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel.8.

Belaqia In frastruktur Pelayanan Publik

.\0

Belanla bagi hasil dan/atau kar*r kepada daerah

dan/atau desa:

a. hlanp bag hasl

b. bantuan

Jumlah A+

Selish

4 Mimoal &lan1a tnfrasruhur Pblayanan fublik

Tabel.9.

Belanja Infrastruktur Daerah

148.832.393.400,

L019.743.839.458,m

407.897.535.7

R P.APtsD 2023

166.629.m6

7.000.000

29.r37.8r.848

3.815.000.000,00

n.018.s42.94$

82.985. t3i.690.329.i3r.m

{ 4.300.000.000.00

r46.656.308. 148.832.393.400,U)

49,.728.70i.744.N

3

Xo;

2

,

3

I :a. &lanja }{dal
il) Tanah

61.347.043.400,m

66.840.985520,00

1.154.000.0m,00

1.150.m0.m0,00

19.2r r.3s7.9S,00

185.887.037.667.00i

7.m.000.0m,m1

40.1E1429.147.00i
l

58.484.007.400,001

75013.601.120,00j

1.389.000.000,00

2l kralaan &n l[esin

3| Bangunan dan Gedung

a) Jalan, Jamgan &n lrigasi

5| Asct Tetap lainnya

6) Aset lainnya

b. 8€ Pe mcliharaan

a) &lan1a Hihh
b) Belanla Bantuan So$al

cl klanja Bantuan Keuangan

Juolah InFa$rukur Daerah

APBD TA 2023

0.00

146.655.308.400.m

146.656.308.400,00

850.167.486.688,00

340.066.994.6?5,20

APBD TA 2M3

419.783.333.2r

kbnponen hrhitunsan I RP.APBD M23 i

I ;Tod ehnja Daerah i 996.823.D5,088,001 1.168.576.232.858,00i

x

0.00i

148.E32.393.400.00i

I
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Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten
Dogiyai telah memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan
Publik dimaksud Rp4O7.897.535.783,2O dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus mengupayakan
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40olo (empat puluh
persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau
Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai amanat Undang-
Undang Nomor I Tahun 2O22 dan butir G.3.b. Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai menyesuaikan porsi
Belanja Infrastrultur Pelayanan Publik Daerah secara bertahap dalam
waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor I
Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai
mengalokasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-
kurangnya 40% (empat puluh persen| sampai dengan Tahun Anggaran
2027.

d. Alokasi Anggaran Dana Otonomi Ktrusus dan Dana Tambahan
lnfrastmktur Papua.

Penyediaan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp85.595.692.O00,0O atau 7,83o/o
dari total belanja daerah dalam dokumen pendukung Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023, diuraikan sebagai berikut:

l) Alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannva
(specific Arant) dengan berbasis kine{a pelaksanaan sebesar 1,25%
(satu koma dua puluh lima persen), diuraikan sebagai berikut:

a) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga:

(llsub Kegiatan Penyelenggaraal Proses Belajar dan Ujian bagi
Peserta Didik Rp l.6OO.0O0.0OO,OO;

(2) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Rp5O0.OOO.OOO,OO;

(3) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp63O.OOO.0OO,OO;

(a) Sub Kegiatan Pengembangan Pengembangan Karir Pendidik dan
Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Rp1.3o0.o00.000,00;

(51 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Dasar Rp7O0.0OO.0O0,OO;
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(6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi
Peserta Didik Rp l. I OO.OOO.OOO,OO;

(7) Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan
di luar kewenangan Kabupaten/Kota Rp8.65 1.050.000,00; dan

(8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga
Tingkat Kabupaten/Kota Rp573. 162.OO0,0O.

b) Dinas Kesehatan:

(llSub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin RpI48.OOO.OOO,OO; dan

(2) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota Rp9.852.0OO.0O0,00.

c) Rumah Sakit Umum Daerah:

Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Kesehatan Sesuai Standar Rp2.000.000.000,00.

d) Dinas Tenaga Kerja:

(1) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetcnsi
Rp60O.000.OOO,OO; dan

(2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
Ikbupaten/ Kota Rp4O0.0O0.OO0,00.

e) Dinas Ketahanan Pangan:

(l)Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah
Kabupaten/ Kota Rp624.475.000,0O; dan

(2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronieasi Penentuan Harga
Minimum Pangan Pokok Lokat Rp375.525.000,00.

f) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Mcnengah:
(l) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan

Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
Rp8OO.OOo.oOO,OO;

(2| Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai
Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan
Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Rp7OO.O0O.OOO,OO;

(3) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan
Pengembaagan Usaha Mikro Rp3. 955.O00.OO0,OO; darr

(4) Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam
Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM,
serta Desain dan Tekrologi Rp4. 545.0OO.OOO,O0.

g) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah:

(tlSub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
Rp5OO.OOO.OO0,OO; dan
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{2} Sub Kegiatan Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
RpSOo.0O0.Oo0,O0.

h) Dinas Petemakan dan Perikanan:

(1) Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya
dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain Rp50O.O00.OOO,0O;

(2) Sub Kegiatan Pengadaan Hdauan Pakan Ternak yang Sumbernya
dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Rp500.000.000,0O; dan

(3) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Jalan Usaha Tani Rp5OO.0OO.OOO,O0.

i) Dinas Pertanian dan Perkebunan:

(1)Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan |LP2B, Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan / LCI,2B Rp2. 200.O00. 0O0,0O ; dan

(2) Sub Kegiatan Pembangu.nan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana Pertanian Lainnya RpEOO.OOO. OOO, 0O.

j) Dinas Perindustrian dan Perdagangan:

(l) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan Rp 1 . 1 85.O0O.0OO,OO;

(2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan Rp 1. t 62.95O.OOO,OO; dan

(3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam
Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota Rp651.0O0.OOO,OO.

2) Alokasi Dana Otonomi Khusus yang yang bersifat umum (block qrant)
sebesa.r 1% (satu persen) dari pla-fon Dana Alokasi Umum nasional,
diuraikan sebagai berikut:
a) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga:

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp600.00O.OO0,O0;

(2) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Rp73O.OOO.0O0,oO;

(3) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
RpS75.0O0.O00,O0;

(4) Sub Kegiatan Pengadaan Penyediaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuar PAUD Rp72 0. 00O. 000,00;

(5) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Rp45O.0OO.O0O,O0;

(6) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
Rp625.OO0.OOO,OO; dan

(7) Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Rp3OO.O0O.OoO,O0.
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b) Dinas Kesehatan:

(f ) Sub Kegiatan Pengg.daan Obat, Vaksin Rp546.O0O.O0O,OO; dan

(2) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tinqkat Daerah
Kabupaten / Kota Rp2.454.000.OO0,O0.

c) Rumah Sakit Umum Daerah:

Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Malusia
Kesehatan Sesuai Standar Rp4.OO0.00O.0O0,OO.

d) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukimal:

Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru layak Huni
Rp3.OOO.0OO.OOO,OO.

e) Dinas Sosial:

(1) Sub Kegiatar Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Rp2.OOO.000.00O,00;

(2) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/ Kota Rp3.5O0.000.0OO,OO;

(3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui
Pemberdayaan Ekonomi Rp3.0OO.OO0.0OO,OO; dan

{a) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
Rp1.5OO.0OO.OOO,00.

f) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana:

Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk
Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Rp1.0O0.0O0.00O,0O.

g) Dinas Lingkungan Hidup:

(1) Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati
Lainnya Rp 1.000.O00.000,00; dan

(2) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Persampalan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Rp1.0O0.OOO.O0O,OO.

h) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

(l) Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Perrnanen dan Rentan
Administrasi Kependudukan Rp3.OOO.OOO.OO0,OO.

i) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung:

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban
dan Perlindungan Masyarakat Desa Rp 1.OOO.O00.OOO,0O.
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j) Dinas Perhubungan:

(f) Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa
Adgkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota Rp 1.O00.O00.0O0,OO; dan

(2) Sub Kegiatan Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
Rp1.0O0.0O0.00O,00.

k) Dinas Kebudavaan dan Pariwisata:

Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan
Pranata Adat Rp 1.00O.000.000,00.

l) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian
Pengembangan:

(llSub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota
Rp5OO.OO0.O0O,O0;

(2) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Rp4O0.O0O.ooo,o0;

(3) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan
Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Rp2.30O.O0o.OOO,OO;

(a) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Infrastrukur (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) Rp6oo.ooo.o0o,o0; dan

(5) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
Rp242.530.0o0,00

sudah diuraikan penggunaannya sebagaimana maksud butir F. 1.b.4)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2021 dan
butir IILD.2.a.3)e lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2O2O tentang Pedomal Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai
harus menlrusun dan mencantumkan Alokasi .rnggaran yalg bersumber
dari Dana Otonomi Khusus dalam Lampiran Peraturan Bupati Dogiyai
tentang Penjabaran Perubalan APBD Tahun Anggaran 2O23.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus mengalokasikan
anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum
setara dengan 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional
yang ditujukan untuk:
I| pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
2) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua Barat dan penguatan

lembaga adat; dan
3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai juga harus
mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus
telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaarr
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sebesar I ,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana
Alokasi Umum nasional, terutana ditujukan untuk pembiayaan
pendidikan dan kesehatan sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf e
angka I dan angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2L dan Pasal 9
Peraturan Pemerintah Nomor 1O7 Tahun 202 1 .

Berkaitan dengan itu, pembagian alokasi antara Provinsi dengan
Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan angg.rran
yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Pemerintah Dacrah
Kabupaten Dogiyai dengan memperhatikan kewenangan antara Provinsi
dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi
terhadap kesesuaial usulan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana maksud dalam Pasal 32 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor lO7 Tahun 2O21.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai tidak menyampaikan
usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat
melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan
Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai sebagaimana maksud dalam Pasal
32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 1O7 Tahun 2O21.

Dari aspek teknis penganggaran, klasilikasi, kodefikasi dan nomenklatur
urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan
disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019 tentang
Klasifi kasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O5O-5889
Tahun 2O21 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9O0.1.15.5- 1317 Tahun 2023.

e. Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tcntang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp2O.50I.773.OOO,OO atau
1,88% dari total belanja daerah dalam dokumen pendukung Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23, yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan
infrastrulctur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan
sanitasi lingkungan diuraikan sebagai berikut:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

l) Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan
Perdesaan Rp2.996.OoO.OOO,O0;

2) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
Rp9o.OOO.0oo,00;

3) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Rp14.312.OOO.O0O,00;

4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Rp651.773.00O,OO; dan

5) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan Rp2.450.00O.0O0,O0;

sudah diuraikan penggunaannya sebagaimana maksud dalam butir butir
F. 1.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 202 I
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dan butir IILD.2.a.3)e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahvn2O2O.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai
harus menyusun dan mencqntumkan alokasi anggaran yang bersumber
dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam Lampiran Peraturan Bupati
Dogiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaraa 2023.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus mengalokasikan
angg.rr€rn yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur terutama
ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan,
energi listrik, air bersih, telekomunikasi, sebagaimana maksud Pasal 34
ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2l d,at Pasa.l 31 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Pembag,an alokasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan
oleh Pemerintah Pusat atas usulan angg.rran yang bersumber dari Dana
Tambahan Infrastruktur Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dengan
memperhatikan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
maksud Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 1O7 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai tidak menyampaikan
usulal dalam batas waktu yang telah ditetapkan, ma_ka Pemerintah Pusat
melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan
Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai sebagaimana maksud Pasal 32
ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifrkasi, kodefrkasi dan nomenklatur
urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan
disusun berdasarkal urusan yang menjadi kewenangan daerah
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O21 dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O5O-5889
Tahun 2027 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9OO.1.15.5- 1317 Tahun 2023.

f. Jumlah alokasi anggatan dalam rangka penguatan Pembinaan dan
Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai
semula Rp 16.289.660.338,00 bertambah Rpl.944.243.104,0O menjadi
Rp 18.233.903 .442,OO atau 1,567o dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut:
i) Alokasi belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat semula

Rp2.53O.371.956,OO berkurang Rp55.645.a46,O0 menjadi
Rp2.474.726.510,O0 atau O,27o/o dari total belanja daerah; dan

2) Alokasi belanja pada SKPD Inspektorat di luar belanja gaji dan
tunjangan semula Rp13.759.288.382,00 bertambah
RpI.999.888.55O,OO menjadi Rp15.759. 176.932,OO atau 1,357o dari
total belanja daerah.
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antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah semula
Rp2.294.242.OOO,OO bertambah Rp162.999.000,OO menjadi
Rp2.457.241.0O0,Oo;

2) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP semula
Rp1.957.64O.O84,00 bertambah Rp1.117.573.0O0,OO menjadi
Rp3.075.2 13.084,O0; dan

3) Sub Kegiatan Pengawasan dengan T\rjuan Tertentu semula
Rp3.078.345.0OO,OO bertambah Rp263.255.00O,O0 menjadi
Rp3.341.6OO.0O0,O0.

telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan
pada Inspelftorat Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai sekurang-
kurangnya O,75% (nol koma tujuh puluh lima pers€n) dari total belanja
daerah dan diatas RplO.O0O.OO0.OOO,OO (sepuluh miliar rupiah);

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus
mempertahankan alokasi anggaran p€nguatan pembinaan dan
pengawas.rn pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai
sekurang-kurangnya O,7 5o/o (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total
bela-nja daerah di luar belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat
dan diatas RplO.OO0.OOO.O0O,OO (sepuluh miliar rupiah), sebagaimana
ditegaskan dalam butir G.9.b. 1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2O22 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
7OO.l.1 /8737 /SI tanggal 9 Desember 2022 Hal Penguatan Inspektorat
Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai mengalokasikan
anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan
pengawasan, meliputi:

1) Kegiatan pengawasan, yaitu:

a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bcntuk
pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undalgan termasuk ketaatan pelaksanaan norrna, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
dan/atau pemeriksaan kine{a;

b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan
daerah meliputi Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah,
Rancangal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon
.{nggaran Sementara RKA'SKPD;
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c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

d) Reviu Laporan Keuangan;

e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Ptobity Audil, Reviu Laporan
Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu,
pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender,
pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan

f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas
meliputi, pengendalian gratiftkasi, pelaksanaan survei penilaian
integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi,
Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi
pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional
pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi
pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi
pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan
liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama
APIP dan aparat penegak hukum dalam penang€rnan

Iaporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi,
Monitoing dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan
pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3,
Maturitas sistem pengendalian intemal pemerintah, penerapan
manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui
pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal l2O
jamltahun per APIP; dan

3) Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton
dan lain-lain;

sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9 l-ampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

g. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara
Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah scmula Rp9.557.059.414,OO bertambah
Rp4. 836. 332. 1 59,00 menjadi Rp 1 a.393.39 l. 573,00 atau 1,23% dari total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, arrtara iain tercantum
pada:

1! Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
semula Rp 1.5 14. 50O.O0O,0O bertambah Rp 1.499.999.OO0,0O menjadi
Rp3.O14.499.0O0,OO;
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2) Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi
Kepega.waian semula tidak dialggarkan, dalarn Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Penrbahan APBD Tahun Anggaran
2023 dianggarkan Rp330.70O.0OO,O0;

3) Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN semula Rp500.000.OO0,0O
bertambah Rp8a0.577.0O0,00 menjadi Rp1.340.577.0O0,OO;

4) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 dianggarkan
Rp262.456.O0o,Oo.

telah memenuhi alokasi anggEran untuk pendidikan dan pelatihan bagi
ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah
Daerah paling sedikit O,l6olo (nol koma tiga puluh empat persen) dari total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Xabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 sebagaimana ditegaskan
dalam butir D.16.a.2).c).(2).(i).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahwn 2A22.

7. Penyediaan argga-ran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2A23 yaag ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaal dan Kesejahteraan
Keluarga (TP-PKK)

Penyediaan Anggaran TP-PKK belum dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dogiyai harus
mengalokasikan anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam Rancangan Peraturan Daeral
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi melalui:

1) Upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga
dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada
SKPD yang secara fungsional t€rkait dengan penanganan pelayanan
sosial dasar;

2) Dukungan terhadap upaya pembinaan kara-li:ter keluarga melalui Pola
Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi peningkatan
kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba,
keluarga arttt trafficking, dan keluarga yang melindungi anak dari
kekerasan seksua-l;

3) Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan
Kualitas Pendidikan dart Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan
kualitas sumber daya manusia, peningkatal perekonomian berbasrs
keluarga, serta upaya peningkatan pendapatal keiuarga,
kewirausahaan rumah tangga, darr perkoperasian;
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4) Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan
Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman
dengan mendayagunakan lahan/ pekarangan dengan tanaman
produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program
diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya
mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan dan
antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat
layak huni/tata laksana rumah tangga;

5| Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan
Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos

Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain
pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan diElcl untuk
ibu/anak, Antropometri, Thermometer, insentif bagi Kader PKK, Kader
Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak
langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), Angka
Kematiern Ibu (ibu hamil), melahirkan darr nifas, pembudayaan Norma
Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera [NKKBS], peningkatan peran serta
masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh
bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk
mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk
tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan
sehat;

6) Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan lO
(sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:

a) Penghayatan dan pengamalan Pancasila;

b) Gotong royong;

c) Pangan;

d) Sandang;

e| Perumahan dan tata laksana rumah tangga;

f) Pendidikan dan keterampilan;

g) Kesehatan;

h) Pengembangan kehidupan berkoperasi;

i) Kelestarian lingkungan hidup; dan

j) Perencanaan sehat.

7) Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsil
Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23
dengan memprioritaskan melalui prograrn, kegiatan dan sub kegiatan
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pada SKPD dengan berpedoman pada klasilikasi, kodefikasi dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan p€rundang-undangan.

8) Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai juga dapat menganggarkan
dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan
dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada
program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi
TP-PKK dengan prioritas p€nggunaan untuk mendukung upaya
pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan sAtnting,
pengelolaan Posyandu, pengelolaan fO (sepuluh) Program Pokok PKK,
kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader
Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan
ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan
pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah
tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK
Provinsi/ Kabupaten,/ Kota, serta kegiatan lainnya.

9) Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasilas
SDM penerima hibah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK
provinsi Lersebut diprioritaskan untuk diangqarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta
berpedoman pada butir G.67 L,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022.

b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
{FORKOPIMDA}

Penyediaan Anggaran Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(FORKOPIMDA) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai agar mengalokasikan
anggaran Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O23 difokuskan untuk mendukung Peningkatan
efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum
Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan
pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala
pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati Dogiyai, dan
Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana amanat Peraturan
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Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O22 tentang Fomm Koordinasi Pimpinan
Daerah serta butir C.73.d.9) la.mpiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022.

c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) belum
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah
Daerah Kabupaten Dogiyai agar mengalokasikan anggaran Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Da.lam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2O06
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan
Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, n€unun
alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam
membangu.n dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten
Dogivai.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus mengupayakan
pcnyediaan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung
Pelaksanaan T[gas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum
Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang
dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah
sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
90316397 /Sl tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran
Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

d. Alokasi Anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh
Pemerintah Daerah

Penyediaan angg.uan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O23 yang antara lain tercantum pada:

l) Sub Kegiatan Pen5rusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demolsasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dal Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah Rp2. 172.925.000,0O;

2) Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
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Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah Rp2.327.073.00,O0;

3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 202 3 dianggarkan Rp2. 493. 757. 0O,OO;

4) Sub Kegra161 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demolsasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
UmumlPemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah semula Rp9.423.OO0.000,OO bertambah
Rp30.586.509.OOO,O0 menjadi Rp40.009.509.000,O0:

5) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pema-ntauan
Situasi Politik di Daerah di semula tidak dianggarkan, dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 diangga*an Rp6i 1.60O.000,00;

6) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama lntelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah di semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 dianggarkan Rp639.48 l.0OO,O0;

7) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Petnantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan lrmbaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah semula tidak dianggarkan, dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp726.65O.OO0,O0.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 dengan berpedoman
pada butir G.73.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2O22.

e. A.lokasi Anggaran untuk Perhutanan Sosial

Penyediaan Anggaran Perhutanan Sosial belum dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O23. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dogiyai
harus meng;a.lokasikan anggaran Perhutanan Sosial dalam Rancangan



-57-

Peraturan Daerah Kabupaten Dogi-vai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 sccara memadai guna mendukung Program Perhutanan
Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan,
mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan
memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri,
dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar
hutan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 246 Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2O2l tentang Penyelenggaraan Kehutanan, sesuai
maksud butir G.8l .bw. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2022.

f. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Penyediaan anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah belum
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Instruksi
Presiden Nomor 2 'fahwn 2022 tanggal 3O Maret 2O22 tentang Percepatan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro,
Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyrrkseskan Gerakan
Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam
Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor O27l lO22lS.J dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25
Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus mengalokasikan
anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro,
Usaha Kecil dan menengah sekurang- kuran gnya 4Ao/o (empat puluh
persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Morlal di Luar
Belanja Modal Tanah sesuai amarat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun
2022 tanggal3O Maret 2O22.

g. Alokasi Anggaran untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

Penyediaan anggaran Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 belum dianggarkan dalam
Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu
Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyei agar mengalokasikan anggaran
untuk penanganan penyakit mulut dan kuku dengan mempedomani
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Ta}lun 2022 tar,.ggd 22
September 2O22 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.
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h. Alokasi AnRgaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penyediaan anggaran yarg antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa semula
Rp2.3OO.0OO.OOO,0O bertambah Rp75O.000.000,O0 menjadi
Rp3.O50.OOO.oO0,OO; dan

2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan
Perlindungan Masyarakat Desa Rp1.OO0.O00.00O,O.

diaaggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman
pada butir G.5l L^ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun2022.

Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaaa Indonesia

Penyediaan angga-ran untuk memajukan kebudayaan lndonesia diuraikan
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diang5arkan pada Sub
Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya da-lam Daerah
Kabupaten/Kota RpI.OOO.00O.OOO,OO diang;arkan dalam Rancanga.n
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 dengan berpedoman pada butir
G.81 .bh Lampiral Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022.

j. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum

Penyediaan anggaran untuk Bantual Hukum belum dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Peruba-han
APBD Tahun Anggaran 2O23. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten
Dogiyai agar mengalokasikan anggaran bantuan hukum dengan
mempedomani pada butir G.45 l,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022.

k. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi
Muda

Penyediaan anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi
Muda belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogi_vai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai agar mengalokasikan
anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Tahun Anggam 2O23 untuk mendukung pembinaan ideologi pancasila
pada generasi muda dengan memastikan tercapainya keluaran dari
aktivitas masing-masing sub kegiata!, sebagaimana amanat Peraturan
Presiden Nomor 51 Tahun 2O22 dan butir G.74 Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22.
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Selanjutnya, dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi
muda sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51
Tahun 2022 tentarg Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan
berdasarkan Program Prioritas Nasional [V Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2O2O-2O24, Pemerintah Daerah
Kabupaten Dogiyai menganggarkan dukungan pendanaan program
Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), meliputi:

l) Pembentukan Paskibraka;

2) Pelaksanaan tugas Paskibraka;

3) Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila;

4) Pelaksanaan tugas Pumapaskibraka Duta Pancasila;

5) Pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan

6) Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka.

l. Pendanaan sub kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan
keluaran sub kegiatan.

Dalam rancang€rn Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 terdapat Sub Kegiatan Pengadaan
Bahan Habis Pakai Rpl.327.849.44O,OO yang hanya diuraikan ke dalam
sub rincian objek belanja "Belanja Modal Alat Kesehatan Umum
Rp 1.327.849.440,00 pada Dinas Kesehatan.

tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari
sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur
dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten
Dogiyai harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub
kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kineda yang diharapkar
dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur,
dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan
Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

m. Pendanaan kcgiatan yang tidak menggambarkan proporsi capaian kine{a
sub kegiatan:

l) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Sis'*'a semula
Rp500.00O.OOO,0O bertambah Rp2.392.O0O.0O0,O0 menjadi
Rp2.892.O0O.000,O0, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian
objek" Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri" semula
Rp28O.8OO.0O,OO bertambah Rp1.965.055.0OO,OO menjadi
Rp2.245.855.OO0,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Rp3.629.671.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian
objeK Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri" Rp2.346.9O0.0O0,00
pada Dinas Kesehatan; dan
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3) Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
dan Pasca Krisis Kesehatan Rp3.8I8.470.OOO,OO yarrg antara lain
diuraikan ke dalam sub rincian objek" Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Negeri' Rp3.49 1.250.0OO,00 pada Dinas Kesehatan.

diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja
pada masing-masing sub kegiatan tidal< memiliki korelasi langsung dan
tidak mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud.
Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus
memformulasikan kembali alokasi anggaran tersebut dengan
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang
diharapkan dari kegiatan / sub kegiatan, hasil dan manfaat yang
dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran, sehingga
mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud
sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) Peratural Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019.

n. Alokasi )'ang tercantum pada Pendapatan Pendapatan Transfer Dana
Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, namun tidak
tercartum pada Belalja Pegawai yang bersumber dari Pendapatan
Transfer DAI( Non Fisik, antara lain tercantum pada:

1) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-
Tunjangan Profesi Guru PNSD Rp3-O95.473.OOO,OO;

2) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-
Tambahan Penghasilan Guru PNSD Rp252.000.0O0,00;

3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-
Tunjangan Khusus Guru PNSD Rp3.635. I 59.0O0,0O;

belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu,
Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai wajib mengang;arkan belanja atas
alokasi Pendapatan Pendapatan Transfer Dana Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus (DAX) Non Fisik, yang diuraikan ke dalam rincian o[vek:

1) Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD Rp3.095.473.000,00;

2) Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD Rp252.0OO.OOO,OO;

3) Belanja T\rnjangan Khusus Guru PNSD Rp3.635. 159.00O,OO;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana
diamanatkan d^ I am butir C. 2. b. a). a). (aXe).iii Lampiral Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tehun 2022.

Dalam hal penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD), penggunaannya
tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah
Daerah Kabupaten Dogiyai melakukan penyesuaian atas penggunaan
dana TKD dimaksud.
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8. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula Rp657.939.718.862,O0
bertambah Rp157.959.632.974,N menjadi Rp815.899.351.836,00; atau
69,820/o dari total belanja daerah dalam Rancangan peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23
merupakan pengeluaran anggar.rn untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah
Daerah Kabupaten Dogiyai yang memberi manfaat jangka pendek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 20i9.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang Erntara lain tercantum pada objek
belanja:

a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai semula Rp269.295.56O.2O1,00
berkurang Rp6.71O.498.465,00 menjadi Rp262.585.061.736,00 arau
22,47o/o dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, telah
memenuhi ketentuan alokasi belanja pegau'ai di luar tambahan
penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan
tunjangan sejenis lainny.a yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan
penggunaannya, paling tinggi 3oolo (tiga puluh persen) dari total belanja
daerah.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

l) Caji dan Trrnjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan T\rnjangan ASN semula
Rp163.019.5O7.239,OO berkurang Rp7.654.598.465,OO menjadi
Rpl55.36a.90a.774,OO atau 13,3070 dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok
dan runjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan
hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai
Tahun 2O23, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan
kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaj i

berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai
dengan memperhitungkan acrass yang besarnya maksimum 2,5o/o (dua
koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan
tunjangan sesuai maksud butir D.16.a.I )j).(1). butir D.16.a.1)j).{2),
butir D.16.a.1)j).(3) dan butir D.16.a.1)j).(a) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.



-62-

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja,
dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:

a| Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, pimpinan dan Anggota
DPRD dan KDH/WKDH, sebagai berikut:

(l ) Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN semula
Rp747.434.872,00 bertambah RplO1.4O0.O37,O0 menjadi
Rp888.834.909,OO, yang diperuntukan bagr ASN dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, diuraikan dalam Tabel.
1O sebagai berikut:

Tabel. 1O.

Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN

NO KOMR)NEN PERHITUNGAN
RANCANGAN P-APBD

TA 2023 {Rp)
I Penerioaan:

al Bclanja cali Fokolr ASN

bl Bclanja ftnjangan Keluarga ASN

c) Belanja I\rnjaagan Jabatsn ASN

dl Belanja Tunjdr€an Fungsional ASN

e) B€lanja funjangan Fungsional Umum ASN

0 B€lanja TaEbahan Penghtdeq ASN

g) Belanja Tunjangan Profed Guru [I?Ol PNSD

h) Belanja tunjangan Nhusus Guru flKcl PilSD

i) B€lanja TaBbahan Penghasilan [mdl) Curu PIISD

95.EE3.925.969,00

8.986.793.8s9,00

4.938.404.240,00

3.5 r5.231.065,00

3.046.E92.820.00

93.856.828.712,00

0,00

0,00

0,00

) Jumlah Penerimaan 210_230.076.665,00

3 Iuratr yang harus dibara*an Uunlah Pencrir en x 4%l E.4@.203.066.60

+ Alokasi I3elanja luran Jaminan Kesehatan ASN @a APBD r3.656.959.602.00

Selidh lebih (angka 4 - angka 3| 5,247.756.535,40

Berdasarkan tabel sebagaima-na di atas, besaran alokasi
anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan
Peraruran Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023, belum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi
Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp8.4O9.2O3.066,60
atau terdapat selisih lebih Rp5.247. 756. 53 5,4O.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus
menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan
Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2O23 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran
Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk
kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum
direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.
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(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp73.312.S80,OO,
yang diperuntukan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan dalam Tabel.
11 sebagai berikut:

Tabel. 11.
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

NO KOMPONEN PERHIU GAN
RANCANGAN P-APBD TA 2023

(Rp)

I Penerimaan:

a) B€lanja Uang ReF"sentasi DPRD s6s.s51.000.00

bl Belanja Tunjanga! KeluarSa DPRD 84.832.650.00

cl Belanja Tunjangan Jabsran DPRD 820.070.100,00

d) Belanja Trrnjangan Alat Kelengkapan DPRD 72.129.96t ,00

20.393.888,00el Bclanja tunjangan Alat Kclengkapan Lainnya DPRD

Jumlah Pcnerima:n r.562.977.599,00

luran 1'ang harus dibayarkan [umlah Penerirnaan x 40lo) 62.519. r03,96

4 hlokasi Belanja Iuran Jamina! Ke$halaa DPRD pada APBD 73.312,880,00

Selisih lebih (an8ka a - anSka 3) 10.793.776,M

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi
.rngg.rran iuran jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, belum sesuai
dengan ketentuan peraturan pemndang-undangaa, mengingat
besaran alokasi Iuran Jaminal Kesehatan bagi pimpinan dan
anggota DPRD seharusnya Rp62.519.1O3,96 atau terdapat
selisih lebih Rp1O.7 93.7 7 6,04,00.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus
menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iural Jaminan
Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dengan memperhirungkan jumlah
kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bag
Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud, termasuk kewajiban
Tahun Anggaran sebelumnya yarg belum direalisasikan kepada
BPJS Kesehatan.

(3)Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bag KDH/WKDH
Rp6.93O.714,O0, yang diperuntukan bagi I{DH/WKDH da-lam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, diuraikan dalam Tabel.
12 sebagai berikut:

3
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Tabel. 12.
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

NO KOMPOI'IEN FERHIIUNGAN
RancanSan P-APBD

TA 2023
I Pencrimaan

al Bclanja Oaji Pokok KDH/WKDH 61.881.330.00
b) Belanja Tunjantan Keluarga KDH/WKDH 0,00
c) Belanja 'nr njangan Jabetsn KDHIWKDH 1l r.386.3s2,00

, Jumlah Penerimaan 173.26t-.fi2.00
3 luran yang harus dibayarkan pumlah Penerinraan r 4ryol 6.930.707,28

4
Alokasi Bclanja turao Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

@a APBD
6.930.714.00

Selisih kbih lar*a 4 - angka 3) 6.72

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi
anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH dalam
Raneangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, belum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran
alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
seharusnya Rp6.93O.7O7,28, atau terdapat selisih lebih Rp6,72.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus
menyesuaikan alokasi €rnggaran untuk Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH dimaksud,
termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum
direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten
Dogiyai harus menyesuaikan besa,ran alokasi anggaran Iuran
Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD dan
KDH/WKDH dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 70 Tahun 2O20 tentang Penyetoran Iuran Jaminan
Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pcmcrintah
Daerah, dan butir D.16.a.tlj).(S) lampiran Pcraturan Mcnteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
yang diperuntukal bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan
KDH/WKDH sebagai berikut:
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(l)Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan
Kerja dan Jaminan Kcmatian yang diperuntukan bagi ASN dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan pada:

(a) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN scmula
Rp7a7.434.872,00 bertambah RpIOl.400.037,00 menjadi
Rp888.$a.9O9,0O; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula
Rp628.306.042,00 berkurang Rp1.332.125,0O menjadi
Rp626.973.917,OO;

belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan
bagi ASN seharusnya:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN O,24o/o dari gaji
pokok Rp95.883.925.969,OO yaitu Rp230.121.422,33 atau
terdapat selisih lebih Rp658.713.486,67; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN O,72olo dari gaji pokok
Rp95.883.925.969,00 yaitu Rp690.364.266,9A atau terdapat
selisih kurang Rp63.39O.349,98.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten
Dogiyai harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran luran
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi
ASN dengan berpedoman pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan
Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir
D.16.a.llj).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2O22.

(2) Penyediaan alokasi anggaran Belanja luran Jaminan Kecelakaan
Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi
KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD diuraikan pada:

(a) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
Rp86.530.080,O0;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp445.578,O0;

(c) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp1.357.323,00;
dan

(d) Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp4.071.968,O0;
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dianggarkaa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, peraturan pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
I Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peratural pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah,
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2O18 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020,
Peraturan Pemerintah Nomor 7O Tahun 2015, sebagaimana telal
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017,
sesuai maksud butir D. 16.a.1)j).(6) l,ampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22.

c) Penyediaan zrnggarErn dalam rangka pengembangan pelayanan
kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan
yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam ralgka pemeliharaan
kesehatan yang pada pemeliharaan kesehatan yang diperuntukan
bagi KDH/WKDH dan Pimpinan dan Anggota DPRD belum
dianggarkan dalarn Rancangal Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus
mengalokasikan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan
kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan
yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan
kesehatan yarrg pada pemeliharaan kesehatan yang diperuntukan
bagi KDK/WKDH dan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 17

sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1

Tahun 2O23 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
188.3L /7807 /SJ tanggal 2 November 2Ol7 Hal Penjelasan terhadap
lmplementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2 0 1 7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana
Operasional, sesuai maksud butir D.l6.a.2l.cl.(2),(c) L,ampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22.

3) Belaaja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Ralryat ASN

belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, diuraikan
dalam Tabel.13 sebagai berikut:
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Tabel. 13.

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan
Perumahan Rakyat ASN

No Komponen Perhitungan APBD TA 2023 (Rp)

I
Penerimaan

14.345.460-000,00 14.345.460.000,00Belanja Gaji dan Tunjangan
ASN

2

luran yang harus
dibayarkan (Junlah
Penerimasn x 0,5olo)

7 t.727 .300,OO 7 t.727 .300,00

Alokasi Belanja luran
Simpanan Peserta Tapera
ASN

0,00 0,00

Selisih kurang (angka 3 -
anel(a 2)

(71.727.300,001 (7 | .727 .3OO ,OO\

P-APBD TA 2023

Berkaitan dengan hal tersebut, Belanja Iuran Simpanan Peserta
Tabungan Perumahan Rakyat ASN belum dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daera-h Kabupaten Dogiyai agar
mengalokasikan angg.rran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan
Perumahan Ralryat ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD ?ahun Anggaran 2O23

Rp71.727.3OO,0O dengaa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2O16 tentang Tabungan Perumahan Ra.lcyat dan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 202O dan butir G.58 tampiran Peraturart
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 serta Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 648/471OISJ Tanggal 24 Agrrstus 2O20
Perihal Pelaksanaal Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan
pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri
Sipil Daerah.

4) Hak Keualgan dan Administratif Dewan Perwakilan Raliyat Daerah,
yang antara lain:

a) Belanja Gaji dan Tunjangar DPRD Rp1O.905.91 1.360,OO, yang
diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain
diuraikan pada:

(f) Belanja Uang Representasi DPRD Rp565.551.O0O,O0, dalam
Rancangal Peraturan Daerair Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, yang diuraikan dalam
perhitungan Tabel, 14 sebagai berikut:

3



Io URAIAN

JUUL{H

PIMPINAII DAIT

AI{C,GOTA DPRD

JT'ULAH OA'I
POKOK DAJ{ UAJ{G

RSPRESEITIASI

tRpl
1 Ketua (stall denga! tqi pokok

0uhmur|
I

2 lll,akil i80,6dari uang reFEscrrasi

lxeua onnol
2

22 t .575.000,00

Juolah Pirnpnan dan Anggou 25

J uant rtp'tsnlae r 14 Bulanl

Alokssi uant r€prcsntasi pada

Rsscaogan P-APBD 2023

ScLsih lctilr
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Tabel. 14.
Belanja Uang Representasi DPRD

JUMLAH (Rp)

2.100.000.00 2.100.0@.00

34.650.000.00

40.110.000,00'

561. 0.000,m

565.551.m0,00

4.011.0m.00

Berkaitan dengan hal tersebut, Belanja Uang Representasi DPRD
belum sesuai dengan ketentuan p€raturan perundang-
undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Uang
Representasi DPRD seharusnya Rp56l.540.00O,00, atau
terdapat selisih lebih Rp4.0 I 1.OOO,0O.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten
Dogiyai harus menyesuaikan alokasi anggaran Belar{a Uang
Representasi DPRD sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor l8 Tahun 2O17 sebagaimana telah diubah
dengar Peraturan Pemerintah Nomor l Tahun 2O23.

(2) Belanja T\rnjangan Jabatan DPRD Rp820.07O. 100,00 dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, belum memenuhi
amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
1 Tahun 2O23 sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen)
dari uang representasi, mengingat besaran alokasi Belanja
T\rnjangan Jabatan DPRD seharusnya Rp8 14.233.OOO,00 atau
terdapat selisih lebih Rp5.837. 1OO,0O.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten
Dogiyai harus menyesuaikan alokasi anggaran Belanja
Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana maksud Pasal 6

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O17 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor l Tahun 2023.

(3) Belanja T\rnjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp72.129.961,00,
dianggarkan dalam Rancangaa Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 dengan

3 lAnttota (75%dan uang rcgtnrci I

lxetua orRDl I

4l

r.6E0.0m,001 33e.000,00
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berpedoman pada Pasal 7 Peraturan pemerintah Nomor lg
Tahun 2Ol7 sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor I Tahun 2O23 dan dalam pelaksanaannya
tetap memperhatikan aspek efektMtas, elisiensi, kewajaran,
kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam pengguna€rn
anggaran dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota
DPRD Rp2.000.000.000,00 daiam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023, sebagaimana Tabel. l5 sebagai berikut:

Tabel. 15.

Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota
DPRD

\c JWLAH {Rpl

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Belanja Tunjangan
Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD belum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat
besaran alokasi Belanja Uang Representasi DPRD seharusnya
Rp3.15O.OOO.OO0,0O, atau terdapat selisih kurang
Rp I.15O.o0o.000,0O.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten
Dogiyai harus menyesuaikan alokasi €rnggaran Belanja
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor I Tahun 2O23 dan Pasal 6 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2O17 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan
Pertanggungiawaban Dana Operasional.

(5) Belanja T\rnjangan Reses DPRD Rp5OO.000.00O,OO, dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, sebagaimana Tabel. 16

sebagai berikut:

JUHUH

N PflAlI DAN

ANC,COTA DPRD

)
J

4

UAIiG

RE?RESEiNASI

{Rpl

255 r dari uang nprcscntasi Kctua

DPRD srlana 12 Bular

2. r 00.000.00 3. l 50.000.000.00

Jumlah fuu I 3.150.m0.001,00

Alokas fu njangan (omunikasi

Intensil pada Rancangan P-APBD

2.000.000.0m.00

&lisih kuraag I {r.lso.ooo.ooc.oot
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Tabel. 16.
Belaqia Tunjangan Reses DPRD

JIIMLAH {Rp)

787.500.000.00

500.000.000.00

(287.500 ,000,001

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Belanja T\rnjangan
Reses DPRD belum sesuai dengan ketenfuan peraturan
perundang-undangan, meogingat besaran alokasi Belanja
Tunjangan Reses DPRD seharusnya Rp787.50O.000,OO, atau
terdapat selisih kurang Rp287.5OO.0O0,OO.

Berkaital dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten
Dogiyai harus menyesuaikan alokasi anggaran Belanja
Tunjangan Reses DPRD yang diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD setiap melaksaaakan reses sebagaimana maksud
Pasa.l 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
I Tahun 2023 dan Pasa-l 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2017.

(6) Penyediaan alokasi belanja yang tercantum dalam rincian objek:

(a) Belanja T\rnjangan Perumahan DPRD Rp3.525.00O.0O0,O0;
dan

p) Belanja Tunjargan Transportasi DPRD Rp3. I 02. OOO. 00O,O0 ;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2017 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan
aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan
dan rasionalitas dalam pengguna€rn €rnggaran dimaksud scsuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Selanjutnya, a.lokasi anggaran tu4langan perumahan dan
tunjangan transportasi juga harus memperhatikan asas

kepatutan, kewajaran, rasionalitas, staldar harga setempat yang
berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KOMPOi{EN PERHMJNGAI!

JUMI.AH

PIMPINfu\ DAN

ANGGOTA DPRD

U^I{C

REPRESETtTASI

(Rp)

5 x dari uang repre*ntasi (etua

DPRD {seuhun 3 kali nscsf

2.100.000,00

) Alokasi Tunjangan Reses @a
P.AP8D 2023

3 Selisih kurang
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sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (l) dan ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2023 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2OO6 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1l Tahun 2O07 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp236.880.O00,OO,
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, sebagaimana Tabel. 17

sebagai berikut:

Tabel. 17.
Dana Operasional Pimpinan DPRD

No
KOMPONEN PERHMUNGAN RANCANGAN PERUBAHAN

APBD TA 2023
Jumlah (Rp)

i Ketua DPRD 4 x Uang
Repres€ntasi Ketua
DPRD x 12 bulan

io0.800.000.00

2 Wakil Ketua DPRD 2,5 t2 Orang x
Uang Representasi
Wakil Ketua DPRD x
l2 Bulan

100.800.000.o0

Dana Operasional 201.600.000.oo
Alokasi Dana Op€rasional pada P-

APBD 2023
236.880.000.00

Selisih lebih 35.280.000,o0

Berdasarkan tabel sebagaimala di atas, Dana Operasional
Pimpinan DPRD belum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Dana
Operasional Pimpinan DPRD seharusnya Rp2O 1.6O0.O00,OO, atau
terdapat selisih lebih Rp35.280.0O0,O0, sebagaimana maksud Pasal
8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pernerintah Daerah Kabupaten
Dogiyai agar menyesuaikan alokasi anggaran Dana Operasional
Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kegiatan operasional
yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain
guna melancarkaa pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua
DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daeralt
serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok,
dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan
asas manfaat, efektivitas, efrsiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana
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maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan
Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

5| Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp190.000.OO0,OO dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dan penentuan besarannya disesuaikan dengan
berpedoman pada Pasal 9 ayat (l ) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor
1O9 Tahun 2OOO tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp I 5O.OOO.O0O,OO dan
paling tinggi 2,00o/o dari target PAD dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 Rp6.OO9.303.465,00 yaitu Rp I 20. 186.069,30.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus
berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109
Tahun 2000.

6) Belanja T\rnjangan Khusus

Penyediaan anggaran Belanja Tunjangan Khusus semula
Rp12.95O.722.222,OO berkurang Rp27a.235.6O3,O0 menjadi
Rp12.676.486.619,OO, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dogyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 dengan
memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan
dan kewajaran penggunaan anggaran dengan mempedomani
Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus
Kabupaten Dogiyai dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90O.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O50-5889
Tahun 2O2l tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodelikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Rp93.858.828 .7l2,OO atau 8,O3% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O23, yang diuraikan ke dalam rincian objek
belanja:

a) Ta.mbahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
Rp86.876. 196.7 12,OO; dan
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b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
Rp6.982.632.0oO,OO;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 dengan
memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, elisiensi, kepatutan
dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada
ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan
butir D.16.a.1)j).(7) tampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84Tahwn2022.

Selanjutnya, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah
Kabupaten Dogiyai mengalokasikan anggaran TPP Inspektorat Daerah
dengan ketentuan besaran alokasi anggaran TPP Inspektur Daerah
lebih kecil dari Sekretaris Daerah dan lebih besar dari kepala perangkat
daerah lainnya, dan jabatan administrator dan pengawas serta jabatan
fungsional tertentu pada Inspektorat Daerah lebih besar dari jabatan
administrator dan pengawasan serta jabatan fungsional tertentu di
perangkat daerah lainnya berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor 700.1.1 /8737 /Sl tanggal 9 Desember 2O22.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai juga memperhatikan
rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka
mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, sesuai maksud butir D.l6.a, l)j).(7).(c)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22.

8) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
ASN semula Rp8 I 2.46O. O0O,00 bertambah Rp944. 1 O0.OOO,0O menjadi
Rpf .756.56O.000,00 atau 0,15% dari total beianja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2A23, yang hanya diuraikan ke dalam rincian
objek Belanja Honorarium semula Rp8f 2.460.OO0,00 bertambah
Rp944. 1 O0.OO0,O0 menjadi Rp 1. 756. 560.0OO,00, yaitu;

(1) Belanja Honorarium Penanggungiawaban Pengelola Keuangan
semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dianggarkan Rp44. I OO.OO0,00;

(2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula
Rp13.26O.000,O0 bertambah Rp9O0.OOO.0O0,00 menjadi
Rp913.26O.OO0,0O; dan

(3) Belanja Honorarium Perangkat Unit Keda Pengadaan Barang dan
Jasa (UKPB.-I) Rp799.2OO.OOO,0O;
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dianggarkan dalam Rancangan Peratu-ran Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 dengan berpedoman
pada:

a| Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan
Guru ASN Daerah, dan Ttrnjangan Khusus Guru ASN Daerah di
Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023
melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau
pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium
yang diatur dalam peraturan pemndang-undangan menrpakan
salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan
berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud
butir D.16.a.1)j).(8) tampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022.

b) Pasal 3 ayat (l) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor
l2 Tahun 2O19, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 202O tentang
Standar Harga Satuan Regional dan butir D.16.a.1)j).(9) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22 untuk
honorarium dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi,
efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran
program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu
pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kineda
kcgiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula
Rp298.358.398.661,OO bertambah Rp115-965.561.708,00 menjadi
Rp414.323.960.369,0O atau 35,46% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023, harus digunakan untuk pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,
termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada
masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan
dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran
prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan
memperhatikan aspek efel<tivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran
penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan
Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir
D.16.a.2).a) I^ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum
pada objek belanja:
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1) Belanja Barang

Penganggaran Belanja Barang semula Rp57.257.340.O0O,O0
bertambah Rp49.885.746.096,00 menjadi Rp1O7.143.086.096,0O;
atau 9,17o/o dari total belanja daerah dalam Rancangan peraturan
Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2O23, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Barang
Pakai Habis semula Rp57.257.34O.OOO,OO berrambah
Rp49.885.746.096,OO menjadi Rp107.143.086.096,00 dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 , yang antara lain tercantum pada belanja:

a) Belanja Barang Pakai Habis Rp3.434.365.OO0,O0 pada Sub Kegiatan
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan;

b) Belanja Barang Pakai Habis semula RpI5.OO0.00O,0O bertambah
Rp1.499.99O.00O,00 menjadi Rp1.514.990.O00,OO pada Sub
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur
Logistik;

c) Belanja Barang Pakai Habis semula Rpl.l0l.323.0OO,OO bertambah
Rp3.074.976.0OO,O0 menjadi Rp4.176.299.OOO,0O pada Sub
Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Sekretariat
Daerah;

d) Belanja Barang Pakai Habis semula Rp1 .554.507.O0O,O0 bertambah
Rp4.999.998.00O,OO menjadi Rp6.554.505.0OO,00 pada Sub
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada
Sekretariat Daerah;

e) Belanja Barang Pakai Habis semula Rp2.869.337.0o0,00 bertambah
Rp7.976.189.00O,OO menjadi Rp1O.845.526.O00,0O pada Sub
Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu pada Sekretariat Daerah;

f) Belanja Barang Pakai Habis semula Rp82O.646.O00,O0 bertambah
Rp1.324.998.00O,OO menjadi Rp2.145.644.O00,0O pada Sub
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

g) Belanja Barang Pakai Habis Rp2.274.895.000,OO pada Sub Kegiatan
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan;

h) Belanja Barang Pakai Habis semula Rp478.630.OO0,0O bertambah
Rp94 I .9 I O.0O0,OO menjadi Rp I .42O.540.0O0,O0 pada Sub Kegiatan
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaart
Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota; dan

i) Belanja Barang Pakai Habis semula Rp3OO.a6O.0O0,OO bertambah
Rp1.O5l.920.O0O,OO menjadi Rp1.352.380.000,O0 pada Sub
Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan
RKPD};
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Selanjutnya, Belanja Barang pakai Habis dalam Rancangan peraturan

P.:fl, Kabupaten Dogiyai tentang perubahan ApBD Tahun Anggaran
2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
a) Belalja Bahan-Bahan Bakar dan pelumas semula

Rp6.231.955.000,0O bertambah Rp6.300.998.00O,0O menjadi
Rp12.532.953.0OO,0O;

b) Belanja Bahan-Bahan Baku Rpl55. 183.O00,O0;

c) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman semula Rp 1.775.O67.0O0,O0
bertambah Rp785.620.0OO,OO menjadi Rp2.56O.687.0OO,0O;

d) Belanja Bahan-Bahan La.innya semula Rp2.348. t 2l.O0O,OO
bertambah Rp4.578.750.00O,O0 menjadi Rp6.926.871.OOO,00;

e) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan semula
Rp1.287.967.OOO,0O bertambah RpS12.767.0O0,O0 menjadi
Rpr.80O.734.00O,0O;

f) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran
Rp370.4 r5.oO0,00;

g) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian semula tidak
dianglarka-n, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dianggarkan Rp7 14. 37O.000,O0;

h) Belanja AIat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
semula Rp4.607.400.000,00 bertambah Rp6.176.241.312,0O
menjadi Rp 1O.783.64 1.3 12,O0;

i) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak semula
Rp 1 0.653.9 I 7.0OO,0O bertambah RplO.87 O.722.332,OO menjadi
Rp27 .524.639 .332,OO;

j) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos semula
Rp967.621.000,O0 bertambah Rp632.748.000,0O menjadi
Rp1.6O0.369.00O,0O;

k) Belanja Alat/Bahan untuk Xegiatan Kantor-Persediaan
Dokumen/ Administrasi Tender R$2a.535. 500,00;

1) Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
Rp8.633.000,00;

m) Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik semula
tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2423
dianggarkan Rp4.925.OOO,OO;

n) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan
Pendukung Olahraga Rp58.656.000,00;

o) Belanja Obat-Obatan-Obat Rp4.4 1 0.277.5OO,O0;

p) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan l,ainnya Rp22. O0O. OO0,OO;

q) Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya semula
Rp8.l9O.0OO,OO bertambah Rp43.89O.OOO,OO menjadi
Rp52.o8O.OO0,O0;
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r) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula
Rp11.146.486.000,00 bertambah Rp9.482.366.OOO,OO menjadi
Rp20.628.852.0OO,0O;

s) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula
Rp4.237.319.0OO,0O bertambah RpS.886.7O2.OOO,00 menjadi
RplO.124.O2l.O0O,0O;

t) Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Rp66.498.OO0,0O;

u) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Kesehatan Rp760.035.0OO,OO;

v) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Sosial Rpl 5.050.OO0,OO;

w) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas lapangan semula
Rp2.4l9.2OO.OO0,O0 bertambah Rp274.240.0OO,OO menjadi
Rp2.693.440.o0O,0O;

x) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) semula Rp326.556.0OO,OO
bertambah Rpl62.3OO.OOO,O0 menjadi Rp488.856.00O,O0;

y) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) semula Rp72.48O.O0O,O0
bertambah Rp62.8 I 6.0OO,0O menjadi Rp 135.296.OO0,00;

z) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) semula Rp93.105.00O,O0
bertambah Rp 19.32O.00O,0O menjadi Rp 1 I 2.425.000,00;

aalBelanja Pakaian Penyelamatan semula Rp154.396.00O,OO
bertambah Rp37.752.000,00 menjadi Rp 1 92. 1 48.OO0,00;

bblBelanja Pakaian Batik Tradisional semula Rp535.O95.000,OO
bertambah Rp I 1 9.99O.0O0,0O menjadi Rp655.085.000,0O;

cc) Belanja Pakaian Olahraga semula Rp941.O75.OOO,OO bertambah
Rpl. 156.943.900,O0 menjadi Rp2.098.018.9OO,00; dan

dd) Belanja Pakaian Paskibraka Rp77.832. 0O0, 0O

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, namun dalam
pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang
didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar
kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan
volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan
barang Tahun Anggaran 2022 dengan menerapkan digitalisasi
pengelolaan administrasi dalam rangka efrsiensi dan efektivitas
penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2O14, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 202O, Pasal 3 ayat (l) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sg[agairyranq ma]sud butir
D. 16.a.2).c).(l).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun2022.
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Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercdrntum pada Belanja
Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula
Rp3.111.a75.O00,O0 bertambah Rp2.133.O84.552,OO menjadi
RpS.24a.559.552,O0, dianggarkan dalam Rancangan peraturan
Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2O23 dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan
pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang
tertuang da-tam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD serta
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasiona-litas dan
efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub
kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan
berpedoman pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(t).(b) dan butir
D. 16.a.2).c).(1).(c) Lampiran Pcraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 84
Tahlun 2022 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek
efektMtas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan
penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada
masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19.

Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga
beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada
masyarakat/ pihak ketiga / pihak lain ditambah belanja yang terkait
langsung dengan pengadaan/ pembangunan sampai siap diserahkan,
sebagaimana maksud butir D. 16.a.2).c).( 1).(d) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22.

2) Belanja Jasa

Penganggaran Belanja Jasa semula Rp125.97a.781 .946,00 bertambah
Rp21.379.461.6 I 6,00 menjadi Rp147.354.243.562,OO; ataw 12,6 1o/o

dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Penrbahan APBD Tahun Anggaran 2O23,
yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Jasa Kantor semula Rp 1O 1.90O.185.OO0,O0 bertambah
Rp 1 5.84O.489.000,00 menjadi Rpl 17 .7 40.674.000,00 atau I 0,O8%

dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2O23, yaag antara lain tercantum pada:

(llBelanja Jasa Kantor semula tidak dianggarkan, dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2C23 dianggarkan
Rp2.915.OOO.OOO,O0 pada Sub Kegiatan Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama;



-79-

(2) Belanja Jasa Kantor semula Rp1.50O.OO0.OOO,OO bertambah
Rp 1.O0O.O00.OOO,00 bertambah Rp2.SO0.OOO.000,OO pada Sub
Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dal Prasarana
Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah
Daerah Kabupaten/ Kota; dan

(3) Belanja Jasa Kantor Rp3.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan
Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosiai
Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi.

Selanjutnya, Belanja Jasa Kantor dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian
objek belanja:

(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia semula Rp1.653.259.OOO,0O bertambah
Rp 1.546.O87.0OO,OO menjadi Rp3. 199.346.0O0,00;

(2)Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan semula Rp4.943.484.000,0O bertambah
Rp 1.398.982.000,00 menjadi Rp6.342.466.000,O0;

(3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan semula
Rp1.697.025.000,00 bertambah Rp20.000.000,00 menjadi
Rp1.717.025.0o0,0O;

(4)Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan semula Rp2.949.3O0.0O0,OO bertambah
Rp2.496.8OO.OOO,00 menjadi RpS.2146. l0O.OO0,0O;

(5)Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula Rp1 1.826.250.000,00
bertambah Rp 1.5 12.OOO.OOO,OO menjadi Rp 13.338.250.O0O,O0;

(6) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp23.416.387.000,O0;

(7) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula Rp13.872.891.00O,O0
bertambah Rp394.000.OOO,O0 menjadi Rp 14. 266. 89 1 . OO0,00 ;

(8) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer semula
Rp4. 174.00O.0O0,OO bertambah Rp3.65a.0OO.OO0,0O merjadi
Rp7.828.o00.000,00;

(9)Be1anja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp373.800.0O0,0O;

(1O) Belanja Jasa Tenaga Ahli semula Rp804.0O0.O00,0O bertambah
Rp70.0O0.O0O,00 menjadi Rp874.O00.000,OO;

(1 I) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula Rp10.940.000.00O,O0
bertambah Rp2.276.0OO.0OO,0O menjadi Rp13.2 16.000.000,00;

(12) Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula Rpl 2.854.400.000,00
b€rtambah Rp63.375.O00,00 menjadi Rp72.9 17.7 7 5.o0O,0O;

{ 1 3) Belanja Jasa Tenaga Supir Rp2. I 62.65O.0O0,00;

(14) Belanja Jasa Kalibrasi Rp175.0OO.O00,00;

(15) Belanja Jasa lklan/ Reklame, Film, dan Pemotretan
Rp18.750.00O,O0;
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(16) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/ Majalah semula
Rp328.068.OO0,OO bertambah Rp157.750.OOO,00 menjadi
Rp485.818.OOo,OO;

(17) Belanja Kawat/ Faksimili/ tnternet/TV Berlangganan semula
Rp2.726.15O.OOO,O0 bertambah RpI.226.259.000,00 menjadi
Rp3.952.a09.0O0,O0;

(18) Belanja Penambahan Daya semula Rp951.450.000,00
bertambah RpS. 832.00O, 00 menjadi Rp957. 2 82. 0OO, 00; darr

(19) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
Rp I .256.79o.O00,o0;

(20) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan
Pajak Daerah semul,a tidak dianggarkan, dalam Rancangaa
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Pen:bahan APBD
Tahun Anggar an 2023 dianggarkan Rp45 1. I 40.0OO,O0.

dianggarkan dalam Raacangan Peraturan Daerah l(abupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 namun
dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran, rasionalitas dan efelcivitas dalam pencapaian sasaran
program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan
waktu pelaksanaan sub kegiatan da-lam rangka mencapai target
kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat
(1) darr Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan jasa _vang didasarkan pada pertimbangan bahwa
keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki Peranan dan
kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub
kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan
kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara

spesifrk yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan
besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundalg-
undangan serta sebasai imbalan yang diberikan kepada pihak lain
atas pemberian layanan antata Lain listrik, air, telepon, intemet dan
jasa-jasa lainnya sebagaimana maksud butir D. 1 6.a.2)'c).{2}.(a)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22.

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula tidak dianggarkan, dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
Rp1.338.500.OO0,O0 atau O,ll% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, yang tercantum pada
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Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula tidak dianggarkan, dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O2A dianggarkan
Rp I .338.50O.0OO,O0 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya
Kesehatan Khusus.

Dari aspek teknis pengangg , penyediaan Belanja Iuran
Jaminan/Asuransi pada Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya
Kesehatan Khusus dimaksud, dialihkan pada Sub Kegiatan
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;.

Selanjutnya, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dolam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek
Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan
l,ayanan BPJS semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rpl.338.500.000,00,
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogryai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, bagi
seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Dogiyai dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan
kelas III selain peserta JKN yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan
Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya, Pemerintah Daerah
Kabupaten Dogiyai wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan
Daerah dengan JKN guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi
seluruh penduduk, sebagaimana dimaksud butir
D. I 6.a.2).c).(2).tb).v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 84 Tahun 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten
Dogiyai tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau
seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang
sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan
Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud
butir D.16.a.2).c).(2).(b).vi Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2O22.

3| Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1)Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula Rp3.50O.267.280,OO
bertambah Rp I .55 1 .6 I 0.00O,00 menjadi RpS.05 r.877. 280,00 atau
O,43% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023, antara lain tercantum Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
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Rpl.029.O00.000,OO pada Sub Kegiatan pendataan penduduk Non
Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan.

Selanjutnya, Belanja S€wa Peralatan dan Mesin dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan ApBD
Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub
rincian objek belanja:

{a} Belanja Sewa Feeder semula Rp84.OO0.OO0,0O bertambah
Rp29.400.000,OO menjadi Rp1 13.400.OOO,OO;

(b) Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula
Rp|.912.877.28O,O0 bertambah Rp681.030.00O,OO menjadi
Rp2.593.907.28O,OO;

(c) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula
Rp4O6.600.OOO,OO bertambah Rpf95.3OO.O0O,OO menjadi
Rp60l.9O0.O0O,0O;

(d) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
RpS.40O.000,00;

(e) Belanja Sewa I(apal Terbang semula Rp999.39O.OOO,OO
bertambah Rp295.680.0O0,O0 menjadi Rp1.295.O7O.00O,O0;

(Q Belanja Sewa Alat Rumah Tangga L^ainnya (Home Use) semula
Rp92.O0O.0OO,00 b€rtambah Rp50.OO0.OO0,00 menjadi
Rp142.00O.0OO,0O; dan

(g) Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya semula tidak dianggarkan,
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianglarkan
Rp3OO.2OO.0OO,OO;

(2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula Rp7.972.O69.383,OO
bertambah Rp l. 38 l.535.OOO,OO menjadi Rp9.353.604.383,0O atau
O,8Oo/o dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023, antara lain diuraikan ke dalatn sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor semula
Rp3.744.60O.OOO,O0 bertambah Rpl.101.85O.OO0,OO menjadi
Rp4.846.45O.O00,0O;

(b| Belanja Sewa Bangunan Gudang semula Rp200.O0O.0OO,O0
bertambah Rp200.000.0OO,00 menjadi Rpa00.000.000,00;

(c) Belanja Sewa Bangunan Kesehatan RpI8O.8O0.OOO,0O;

(d) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula
RplIO.729.633,OO bertambah Rp79.685.000,OO menjadi
Rp19O.414.633,0O; dan

(e) Belanja Sewa Bangu.nan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
Rp3.735.939.750,O0;
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dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, namun dalam
pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-
masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan
barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik
daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan
dimaksud tetap memp€rhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan
dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana
maksud dalam Pasal 3 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggzran tersebut
dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan
kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada
perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan
memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah

_yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud
berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau
standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2O2O dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 serta maksud butir D.16.a.2).c).(2).(0 Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

4) Penyediaan anggaran Belanja Jasa Konsultansi yang tercantum pada:

a) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp5.753.746.5O0,00
bertambah Rp65 1.938.272,OO menjadi RP6.4O5.684.772,00 atau
0,55o/o dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023, yang antara lain tercantum pada:

{a) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp650.00O.0OO,00 pada
Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai;

(b) Betanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp77O.76O.O0O,O0
bertambah Rp265.OOO.OOO,0O menjadi Rp1.035.760.OOO,OO
pada Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan;

Selanjutnya, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan
ke dalam sub rincian objek belalja:

{1} Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat
dan Pra Desain Arsitelchrral semula tidak dianggarkan, dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
Rp175.50O.OOo,00;

(2) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain
Arsitektural Rp396. 5OO.0OO,00;
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(3)Belanja Jasa Konsultansi perencanaan Arsitektur-Jasa
Arsitektur l^ainnya semula Rp2.507.57O.S00,OO berkurang
Rp65. OO0.O0O,0O menjadi Rp2.442.S7O. S0O,O0; dan

(4) Betanja Jasa Konsultansi pengawasan Arsitelrctur semula
Rp2.849.676.O0O,OO bertambah RpS41.438.272,OO menjacti
Rp3.391.114.272,OO.

b) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula
Rp2.987.50O.000,00 berkurang Rp137.500.0O0,00 menjadi
Rp2.850.000.000,00 atau O,24o/o d,ai total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain
tercantum pada:

(f) Bela-nja Jasg Konsultansi Non Konstruksi semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangar Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23
dianggarkan Rp5O0.000.OO0,O0 pada Sub Kegiatan
Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan

(2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23
dianggarkan Rp 1.OO0.00O.0OO,OO pada Sub Kegiatan
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik
Daerah.

Selanjutnya, Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun An ggaran 2023, yang antara lain diuraikan
ke dalam sub rincian objek belanja:

(llBelanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika
semula Rp1.187.500.0O0,00 bertambah Rp7l2.5OO.OOO,OO
menjadi Rp1.9OO.00O.O0O,0O; dan

(2) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan semula
Rp1.8O0.00O.000,O0 berkurang Rp85O.0O0.00O,OO menjadi
Rp950.0O0.oOO,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam
pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektiyitas, ehsiensi,
kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran
dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 3 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19.

Selain itu, uraian tersebut diatas juga harus memperhatikan aspek
urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap
kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada
masyarakat.
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selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi kontruksi
mengikuti konsep full asting atau nilai aset tetap yang dianggarkan
dalam betanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah
seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset
sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang_
undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam pengedaan (KDp)
sesuai dengan ketentuan pcraturan pe rundang-undangan,
sebagaimana maksud butir D. t 6.a.2l.c).(21.(g) La.mpiran peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahvn 2O22.

5) Penyediaan anggaran Belanja Kursus/pelatihan, Sosialisasi,
Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan pelatihan semula
Rp3.861.013.7E3,0O bertambah Rp301.749.344,OO menjadi
Rp4.162.763.127,0O atau 0,360lo dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang perubahan
APBD Tahun AngSaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian
objek belanja:

a) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula Rpl.071.00O.0O0,O0
berkurang Rp420.0O0.OOO,00 menjadi Rp65 1.OOO.OOO,O0;

b) Belanja Sosialisasi semula Rp2.387.718.783,00 bertambah
Rp2 60. 209.344,O0 menjadi Rp2.6a7 .92a. | 27,OO ;

c) Bclanja Bimbingan Tcknis scmula Rp4O2.295.OO0,OO bcrtambah
Rp 1 46.OOO.O00,OO menjadi Rp548.295.OOO,O0; dan

d) Belanja Diklat Kepemimpinan semula tidak dianggarkan, dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
Rp315.540.OO0,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, namun dalam
pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas
penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi
dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan,
muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan
pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi
pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota
DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana maksud
butir D. 1 6.a.2).c).(2).(i).iii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2O22.

Selanjutnya, penyediaan Ernggaran yang tercantum pada Kegiatan
Peningkatan Kapasitas DPRD belum dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23.

Untuk itu, Kabupaten Dogiyai agar mengalokasikan anggaran Kegiatan
Peningkatan Kapasitas DPRD Pemerintah dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2O17 tentang
Orientasi dan Pendalaman T[gas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
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Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 20lg tentang per,iU.fr.r, atas peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 133 tahun iOtZ tentang Orientasi dan
P.endalaman Ttrgas Anggota Dewan perwakilan Ralyat Daera} provinsi
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/iota sesuai maksud
!-utr Dj 16jat2).c).(2).(i).ii Lampiran peratuian Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2O22.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya
tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan ".".r" o.rirt
selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualiias
penyelenggaraan, muatan substansi, komp€tensi narasumber, kualitas
3dv9,ka9i dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh
dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbrngan ieknis atau
sejenisnya guna efektivitas penggunaan Ernggaran daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten
Dogiyai dapat menyelenggarakan pendidikan dal pelatihan, bimbingan
teknis, sosialis asi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam
rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM
Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/ kabupaten/ kota
yang bersangkutan secara selektif sepaajang terdapat kebutuhan atau
terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM
yang kompeten dengan tetap memperhatikan penerapan protokol
pencegahan penularan COVID-L9 sesuai maksud butir
D. 1 6.a.2).c). (2).(i).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2022.

6) Belanja Pemeliharaan semula Rp19.2 1 1.357.950,00 bertambah
Rp2.807.584.996,00 menjadi Rp22.O 18.942.946,00 atau 1,88o/o dari
total belanja daerah da.lam Rancangan Peraruran Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Angqaran 2023, yang
diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Pemeliharaan Tanah semula Rp 1 .378.75O.OOO,00
bertambah Rp20O.OOO.OOO,OO menjadi Rp1.578.750.OO0,O0 atau
0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023, yang antara lain tercantum pada Belanja Pemeliharaan Tanah
Rp1.023.750.0OO,OO pada Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjuta n/ LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan

Berkelanjutan lrcV2B.
Selanjutnya, Belanja Pemeliharaan Tanah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek
belanja:

(l)Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Talah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Rpl.O23.750.OOO,OO;

(2) Relanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
Rp255.OOO.OOO,0O; dan
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{3}Belanja Pemelih4raan Tanah_Lapangan_Tanah untuk Tamansemula Rpt0o.OOO.O0O,o0 berta;bah Rp2OO.OOO.OOO,OO
menjadi Rp3O0.00O.0O0,0O;

b) Belanja Pemeliharaan perala tan dan Mesin Rp32 t.98S.O0O,0O atau
0,03olo dari total belanja daerah dalam nan".rrg"" peraturan Daerah
I\:rouparen Do$yar tentang perubahan ApBD Tahun Anggaran
2O23,..yang hanya diuraikan rc aaUm sub rincian oU.;et fffan1"Pemeliharaan Alat Angkutan_Alat Angkutan Darat Bermotor_
Kendaraan Dinas Bermotor perorangan R=p3 2 1.9 g5.O00, OO ;

c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula
Rp1a.200.690.450,0O bertambah Rp2.607.584.996,OO menjadi
Rp16.808.275.446,O0 atat 1,44o/o dari tota.l belanja daerah daiam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten liogyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain
tercantum pada:

(1) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Rp9.086.377.60O,O0 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi
Sedang/ Berat Ruang Kelas; dan

(2) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Rpl.209.082.100,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi
Sedang/ Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU.

Selanjutnya, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan da-1am
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, yatg diuraikan ke dalam
sub rincian objek belanja:

(llBelanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula
Rp600.0O0.OO0,O0 bertambah Rpt.067.272.400,0O menjadi
Rpl.667.272.4OO,OO;

(2)Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan semula tidak dianggarkan,
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
Rp725.00o.O00,OO;

(3)Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula
Rp11.342.452.650,00 bertambah Rp572.50O.0OO,00 menjadi
Rpl 1.914.952.65o,0o;

(4)Betanja Pemeliharaan Bangunan Cedung-Bangunan Gedung
Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum semula
Rp731.f 17.550,00 bertambah Rp242.812.596,OO menjadi
Rp973.930.146,00; dan

(S)Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal l,ainnya
Rpl .527.12O.25O,OO.
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d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Rp3.3O9.932.5OO,O0 atau O,2go/o dai total 6elarrja daerah da.lam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yanghanya diuraikan tJ
dalam sub rincian objek Belanja pemelihiraan Alai Angkutan_Alat
Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Elermoto. }".o.urg.n
Belanja Pemeliharaan J a len dan Jembatan-Jalan_Jalan Kabupalen
Rp3.309.932.5O0,0O, yang hanya tercantum pada neUnla
Pemeliharaan AIat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotoi_
Kendaraan Dinas Bermotor perorangan Belanja pemeliharaan Jalan
dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten Rp3.3O9.932.SOO,OO pada
Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam
pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi,
kepatutan dan kewajaran serta penghematan pengguna€rn anggaran
dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (11 peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna
barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang,
sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 sebaqaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 202O dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, serta butir D.16.a.2).c).(3).(a)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah juga didasarkan
pada:

a. perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung
tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang
ada;

b. daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;

c. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;

sesuai maksud butir D.16.b.9) La.mpiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 TaJl.un 2022.

Selanjutnya, untuk standar satuan biaya belanja pemeliharaan
kendaraan dinas, Gedung atau bangunan dianggarkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O.



Z) !e1V_e{iaan anggar€rn Belanja perjalanan Dinas semula
Rp88.923.2O2.76S,O0 bertambah Rfri.Bg2.Z69.OOO,OO menjadi
Rp13O.815.971 .765,OO; atau 1l,l9olo dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang perubal.an
lPpD.Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuriitcan pada Incian objek
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semul,a npaS.SZS.ZOZ.765;OO
bertambah Rp4t.a92.Z69.oOO,oo menjadi RpfSO.arS.eZ1.765,60,
yang antara lain tercantum pada:

a) Belarja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula tidak dianggarkan,
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai-ientang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkai
Rp 1.361.660.0O0,0O pada Sub Kegiatan pembinaan Kelembagaan
dan Malajemen Sekolah;
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b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula Rp9gg.100.OOO,O0
bertambah Rp4.252.0OO.0O,O0 menjadi RpS.24O. I OO.OO0,OO pada
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

c) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula
Rp10.558.049.000,00 bertambah RpS.149.9O0.00O,O0 menjadi
Rp 1 5.7O7.9a9.O0O,0O pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Sekretariat Daerah;

d) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp1.825.OOO.0OO,OO pada
Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah; dan

e) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula
Rpl2.895.400.OOO,OO bertambah Rp4.863.00O.OOO,OO menjadi
Rp17.758.4O0.0OO,0O pada Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat
Koordinasi dart Konsultasi DPRD.

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek
Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp88.923.2O2.765,00
bertambah Rp4 1.892.7 69.000,00 menjadi Rpl3O.8 I 5.97 1.765,00,
harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas,
efisiensi, kepatutan dan ken ajaran serta penghematan penggunaan
,rnggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-
masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalern
pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai
prioritas tinggr dan penting, dilakukan secara seiektil-, memperhatikan
frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan
target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan
substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkaa
secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-
undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan
sesuai dengan keteatuan peraturan perundang-undangan, dengaa



-90-

berpedoman pada peraturan presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan butir
D.16.a.2).c).(4) Lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g4
Tahwn 2O22.

Penyediaan anggaran pada belanja perjatanan dinas paket Meeting
dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas datam
rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam
kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya
oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan
Pemerintah Daerah penyerenggara di daram kota pemerintah Daerah
peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh pemerintah
Daerah peserta sesuai maksud butir D. 16.a.2).c).(a).(a).iv Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g4 Taht;u:. 2O22.

Selanjutnya, Penyediaan €rnggaran belanja perjalanan dinas paket
Meeting luar kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas
dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar
kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya
oleh Pemerintah Daerah penyelengiqara, serta dilaksanakan di luar kota
Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang
ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir
D. 1 6.a.2).c).(a). (a).v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2O22.

8) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp6.99 1.7 1 6.000,00 atau 0,6O7o dari
total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang
diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Uang yang Diberikan kepada
Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp6.991.716.0OO,00, yang
antara lain tercantum pada Belanja Uang yang Diberikaa kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp6.O50.OOO.0O0,00 pada Sub
Kegiatan Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar
kewenangan Kabupaten/ Kota;

Selanjutnya, Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang
diuraikan ke dalarn sub rincian objek belaaja:

a) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp332.716.0OO,O0; dan

b) Belanja Beasiswa Rp6.659.OOO.0OO,0O;

dianggarkan dalam Rancalgan Peraturatr Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 hanya untuk
pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau
penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat,
penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah
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milik Pemerinhh Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyekstrategis nasional dan non proyek strategis nasional;".i i.;;;ketentuan peraturan p.runaang-una."gL dan/atau TKDD 
-yI;;

penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan p.r"t .."riperundang-undangan sebogaimana dimaksud dal; u"tii
D. 1 6.a. 2).c). (5!. (a) La.mpiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nr;J;
Tahun2O22.

c. Belanja Subsidi

Penyediaan anggaran Belanja Subsidi Rp3.00O.OOO.OO0,0O atau 0,260lo
dari total belanja daerah, yang hanya diuraikan pada objek Belanja
Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta Rp3.OOO.O0O.0OO,O0, yang
hanya tercantum pada Bclanja Subsidi kepada Badan usaha Milik Swasta
Rp3.00O.OO0.0O0,O0 pada Sub Kegiatan penyediaan Angkutan Umum
untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam I (Satu)
Daerah Kabupaten/ Kota, dianggarkan dalam Rancangan peraturan
Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan ApBD Tahun Anggaran
2023 hanya untuk diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara, BUMD
dan/atau badan usaha milik swasta yang menghasilkan produk atau jasa
pelayanan dasar masyarakat, agar harga jual dari hasil produksinya
terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas dengan
berpedoman pada Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 ?ahun 2O19
serta butir D.16.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2O22.

d. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial semula
Rp87.285.76O.0O0,OO bertambah Rp48.704.569.731,00 menjadi
Rp135.990.329.731,OO atan O,l2o/o dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentarig Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023, yeng terdiri dari:

l) Belanja Hibah semula Rp82.985.760.OO0,00 bertambah
Rp48.704.569.73 1,OO menjadi Rpl3 1.690.329.73 1,OO; ata))'l 1,27o/o

dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,
yang diuraikan pada objek belanja:

a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula
Rp9.048.OOO.00O,OO bertambah Rp31.369.236.60O,00 menjadi
Rp4O.417.236.6OO,0O, yang diuraikan ke dalam rincian objek
belanja:

(l) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat semula
Rp9.Oa8.O0O.00O,00 bertambah Rp3O.586.509.000,00 menjadi
Rp39.634.5O9.O0O,O0, yang hanya diuraikan pada sub rincian
objek Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat semula
Rp9.O48.OOO.OO0,OO bertambah Rp30.586.5O9.OOO,OO menjadi
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Rn39.634.5O9.O0O,O0, yang antara lain tercantum pada Belanja
:r"_.1 uang kepada pemerintah pusat semulaRp9.O48.000.00O,00 bertambah Rp3O.586. SOS-.060,O0 menjadiRp39-634.Soe 999,00 pada Sui K"d;i;-- p.lat<sanaan
Aoorolnasr dr tsidang pendidikan politik, Etika Budaya politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Xelembagaan eemerintahan,Perwakilan dan partai politik, pemilihari UmumTeemilihan
Umum Kepala Daerah, serta pemantauan Situasi politik diDaerah, yang diberikan kepada:
(a) Bawaslu Dogiyai Kigamani Rp2.30O.0O0.0OO,OO;

(b) KPU D Dogiyai Kigamani Rp r 3.OOO. 00O.OO0,OO;

(c) Pengaman Pemilu 2024 Kigamani Rp2.8O0.OOO.O0O,0O;

(d) TNI dan Polri Pengamanan Kigamani Rp8.390.639.OOO,OO;
(e) TNI/POLRI Kigamani Rp4.29S.8ZO.O0O,0O.

(2) Belanja Hibah Barang kepada pemerintah pusat semula tidak
dianggarkan, dalam Rancaagan peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan ApBD Tahun Anggaran 2O23
rtianggarkan Rp782.727.6O0,O0, yang hanya diuraikan pada sub
rincian objek Belanja Hibah Barang kepada pemerintah pusat
semul.a tidak dianggarkan, dalam Rancangan peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 dianggarkan Rp782.727.600,00, yang hanya rercantum
pada Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat semula
tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 dianggarkan Rp782.727.6A0,00 pada Sub Kegiatan
Pengadaan Mebel, yang diberikan untuk Sarana Prasarana
Gedung Forkopimda/ Kajari Nabire Rp7 82.7 27 .600,00;

b) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah l.ainnya
Rp3.0OO.OO0.0O0,O0, yang hanya diuraikan pada rincian objek
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah lainnya
Rp3.OOO.0OO.0OO,OO, yang hanya tercantum pada Belanja Hibah
Uang kepada Pemerintah Daerah l,ainnya Rp3.0OO.OOO.O00,O0 pada
Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan
Keuangan, yang dib€rikan kepada Provinsi Papua Tengah
Rp3.0oO.Oo0.ooo,oo;

c) Belanja Hibah kepada Badan, kmbaga, Organisasi
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula
Rp32.062.2OO.OOO,OO bertambah RpI7.335.333.131.OO menjadi
Rp49.397.533. 131,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek
belanja:

(1) Belanja Hibah kepada Badan dan lembaga Nirlaba, Sukarela
Bersifat Sosial Kemas3raralcatan semula Rp23.820.20O.OOO,0O
bertambah Rp I 7.335.333. I 3 l,0O menjadi Rp4 l. I 55.533. I 3 I,OO,

yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
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(a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,
Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula
Rp22.655.15O.OOO,OO bertambah Rp17.335.333.13r,O0
menjadi Rp39.99O.483. 13l,OO, yang antara lain tercantum
pada:
i. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,

Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangan peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang perubahan ApBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan Rp2.291.343.131,00 pada
Sub Kegiatan Penyediaan Biaya personit peserta Didik
Nonformal/ Kesetaraan, antara lain di berikan kepada:
i). Yayasan Pendidikan dan persekolahan Katholik fyppD)

dan Yayasan Pendidikan dan persekolahan Gereja Injiti
IYPPG! Rpl.ooo.oo0.o0o,o0;

ii). Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa penerbangan
Dalam Negeri dan Luar Negeri dan Mahasiswa Luar
Negeri Rp696.O0O.O0,OO;

iii). Yayasan Putri Kerahiman Hawai Sentani
Rp345.343. t 31 ,O0;

ii. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan trmbaga Nirlaba,
Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan Rp800.O0O.0OO,0O pada Sub
Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah
Nonformal / Kesetaraan, ysng diberikan kepada:
i). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Rp4O0.OOO.O0o,oO;

ii). Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Rp40O.000.O00,0O.
iii. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan lrmbaga Nirlaba,

Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
Rp3.50O.0OO.0O0,O0 pada Sub Kegiatan Peningkatan
Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Kelembagaan Mas5rarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;

iv. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,
Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula
Rp18.170.0OO.000,0O bertambah Rp13.259.6OO.0O0,O0

menjadi Rp31.429.600.000,00 pada Sub Kegiatan
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, antara lain
diberikan kepada:
i). Lembaga Survei Peduli Pembangunan Kigamani

RpI.OOO.OOO.OOO,0O;

ii). Pembangunan Gedung KINGMI Gereja Golgota
Tambahan Kigamani Rp1.75O.OO0.OO0,OO;
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iii). Pembangunan Gedung Aula Klasis Kamu Selatan
Koodinator Dogiyai Kigamani Rpt.0OO.0OO.OOO,0O;

iv). Pembangunan Gedung KINGMI Cereja Golgota
Tambahan Kigamani Rp l.7SO-OO0.OOO,O0; dan

v). Hibah pemb. Gedung Aula Klasis Kamu Selatan
Koodinator Dogiyai Kigamani Rpl.O0O.OOO.OOO,0O;

{b) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,
Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
Rp1.165.O5O.0OO,00, yang hanya tercantum pada Belanja
Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukareta
Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp 1 . l65.05O.00O,O0 pada
Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan;

{2} Belanja Hibah kepada Koperasi Rp8.242.OOO.OOO,OO, yang hanya
diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Barang
kepada Koperasi Rp8.242.OOO.00O,OO, yang anta_ra lain
tercantum pada:

(a) Belanja Hibah Barang kepada Koperasi Rp5O0.OOO.O0O,0O
pada Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan
Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi
SDM Koperasi;

(b) Belanja Hibah Barang kepada Koperasi Rp3.642.O0O.OO0,OO
pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan
Pengembangan Usaha Mikro, yang antara lain diberikan
kepada:
i. Paket Sembako Rp937.OOO.000,0O;
ii. Masyarakat/Usaha Kecil Menengah untuk Alat Mesin

Penggiling Kopi Rp7OS.OOO.OOO,0O;

iii. Alat Mesin Pemintal Noken Rp6O0.OOO.000,00;
(cl Belanja Hibah Barang kepada Koperasi Rp4. l00.OOO.OOO,0O

pada Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha
Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,
Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi;

d) Bclanja Hibah Dana BOS Rp38.5OO.56O.0OO,OO, yang diuraikan ke
dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas
Negeri Rp18.O49.160.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam
sub rincian objek Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima
oleh Satdikdas Negeri Rp 1 8.O49. 1 60.0OO,OO; dan

(2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas
Swasta Rp2O.45r.4OO.OOO,OO, yang hanya diuraikan ke dalam
sub rincian objek Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima
oleh Satdikdas Swasta Rp2o.45 l.4oO.0oO,OO;
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2) Belanja Bantuan Sosial Rp4.3O0.0OO.OOO,OO alau O,37o/o dari total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke
dalam objek belanja:

a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rpt.SOO.OOO.0O0,OO, yang
hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Banruan Sosia_t
Uang yang direncanakan kepada Individu Rpl.SO0.0OO.00O,0O,
yang hanya tercantum pada Belanja Bantuan Sosial Uang yang
direncanakan kepada Individu Rpl.500.000.000,00 pada Sub
Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosia.l Kesejahteraan Keluarga;

b) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
Rp2.8OO.O0O.000,0O, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok
Masyarakat Rp2.8OO.OO0.0OO,00, yang hanya tercantum pada
Betanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok
Masyarakat Rp2.O00.0O0.OOO,O0 pada Sub Kegiatan Peningkatan
Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga
Kewenangan Kabupaten/ Kota;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2A23 dengan berpedoman
pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2O 15, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2O19, butir D.2.e.7) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah serta butir D.16.a.5).a) dan butir D.16.a.5).b) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai belum
memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan
oleh perahlran perundang-undangan sesuai dengan kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai serta untuk mendanai program,
kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan
pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah
dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas
sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang
pencapa.ian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dan/atau dalam
rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal
baru, produktif dan aman COVID-l9 di berbagai aspek kehidupan, baik
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aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi, penganggaran belanja
wajib dalam rangka pen€rngan€rn dampak inflasi dan memenuhi alokasi
anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan publik paling rendah 40%
(empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil
dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa serta mengalokasikan
anggaran produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-
kurangnya 4O% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa
dan belanja modal di luar belanja modal tanah, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai telah memprioritaskan
pemenuhan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan Wajib dan
Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Dogiyai serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada
masyarakat, penyediaan alokasi belanja hibah dapat dianggarkan
sepanjang telah memenuhi persvaratan dalam rangka menunjang
pencapaian aasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah
daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan
nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan
kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut
Objek, rincian Objek dan sub rincian Objek sebagaimana maksud Pasal
298 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 sebagaimana tclah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9
serta butir D.16.a.5).a) dan butir D.16.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pelaksanaan dan pertanggungiawabannya harus dijamin efektivitas
kebenaran tujuan dari penyediaan anggar,rn dimaksud melalui
serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat
Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan
anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi
anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang sifatnya menjadi
urusa, pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD,

belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau
instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturart perundang-
undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan
Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah yang sifatnya bukan
menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat
Daerah.
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Khusus trntuk pagu anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosialjuga harus berpecloman pada pagu anggaran belanja hibah yang
tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam RKpD, KUA dan ppAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada partai politik Rp375.OOO.OOO,OO
atau 0,03o/o dari total belanja daerah dalam Rancangan peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang perubahan ApBD Tahun Anggaran 2023, yang
hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik Rp375.0OO.OOO,OO dari total belanja daerah, harus
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 20O9 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai politik, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor I Tahun 20l g
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun
20O9 tentang Bantuan Keuangan Kepada partai politik dan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, penyaluran, dan l^aporan
Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan partai politik,
sebagaimana maksud butir D. 16.a.5).a).(a).B.ii Lampiran peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Talr.run 2022.

Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula Rp166.629.9O6.868,OO
bertambah Rp I 9.257. I 30.799,00 menjadi Rp r 85.887.O3 7 .667,OO atau
15,91olo dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,
dianEqarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 yang diprioritaskan
untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana y.urg
terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta
pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir D.l6.b.
Lampiran Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22.

Penganggaran belanja modal tersebut digu.nakan untuk pengeluaran yang
clilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang
memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)

bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas
minimal kapitalisasi aset, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat
diukur secana andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi
normal entitas, dan diperoleh atau dibangu.n dengan maksud untuk
digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2O19, sebagaimana maksud butir D.16.b.3) dan butir
D.16.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022.
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Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada:
1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan

memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKpD serta
ketersediaan barang milik daerah yang ada sebagai salah satu dasar
bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan
barang milik daerah yang baru (neut initiatiue) dan angka dasar
(baseline) serta pen)rusunan RKA-SKpD;

2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berwenang
dan bertanggungiawab meneliti dan menyetqjui rencana kebutuhan
barang milik daerah; dan

3) Standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga yang
ditetapkan oleh Bupati;

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai amanat pasal S
ayat (3) dan ayat (4) huruf a serta Pasa.l 9 Peraturan pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah
Nomor 28 Tahun 202O dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.b.9) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahvn 2022.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada
belanja:

1) Belanja Modal Tanah Rp7.00O.O0O.OO0,0O atau O,6O% dari total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, yang hanya diuraikan
pada objek Belanja Modal Tanah Rp7.OOO.OO0.OO0,OO, yang hanya
diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tanah Persil
Rp7.O00.0OO.000,00, yang tercantum pada Belanja Modal Tanah Persil
Rp7.000.000.000,OO pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi
Tanah, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tetap
berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2O2l Tahun
2O12 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72
Tahun 2O12 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagt Pembangu.nan Untuk
Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, sebagaimana
dimaksud butir D.16.b.6) dan butir D.16.b.7) l,ampiran Peraturan
Menteri Ddam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula Rp29.137.a77.848,OO
bertambah Rp 1 1 .O47.55 I .299,OO menjadi Rp4O. 1 85.429. 1 47,OO; atau
3,44o/o dai total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
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Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan ApBD Tahun Anggaran 2023,
,vang diuraikan ke dalam objek belanja:

a) Elelanja Modal Alat Angkutan semula Rp 14.358.562.000,00
bertambah Rp3. 130.670. I 50,O0 menjadi Rp17.4a9.232. I SO,OO,
yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(l ) Relanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor semula
Rp I 1.658.562.000,00 bertambah Rp3. 130.620. I SO,O0 menjadi
Rp 14.789.232.150,00, yang anr€ra lain tercantum pada:

(a) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
Rp2.8OO.OO0.O0O,OO pada Sub Kegiatan penyediaan
Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau
Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;

(b) Belanja Modd Alat Angkutan Darat Bermotor
Rp5.410.685.000,OO pada Sub Kegiatan Pengadaan
Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan

(c) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tent.rng Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dianggarkan RpI.001.329.000,00 pada Sub Kegiatan
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Selanjutnya, Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, yang diuraikan ke
dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula
Rp7.316. l47.OOO,OO bertambah Rp1.6O2.688.000,00 menjadi
Rp8.918.835.0OO,OO;

(b) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang
Rp2.800.O0O.00o,OO; dan

(c) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua semula
Rp l. 542.4 I 5.OOO,0O bertambah Rp i. 527.982. 1 5O,OO menjadi
Rp3.O70.397.15O,O0;

(2) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor menjadi
Rp2.70O.000.OOO,0O, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk
Penumpang Rp2.7OO.0OO.000,00, yang hanya tercantum pada
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk
Penumpang Rp2.7O0.0OO.0OO,OO pada Sub Kegiatan Penyediaan
Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang
Antar Kota dalam 1 (Satul Daerah Kabupaten/Kota.
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b) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula
Rp3.l88.56O.OOO,OO bertambah Rpl.l57.964.OOO,OO menjadi
Rp4.346.524.0O0,00 atau O,37o/o dai total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogi5rai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, yang hanya diuraikan ke
dalam rincian objek belanja:

(1| Belaaja Modal Alat Kantor Rp I 1.845.000,00, yang hanya
diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Mesin
Hitung/Mesin Jumlah Rp t 1.845.000,00;

(2) Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula Rp3.133.97O.O00,OO
bertambah Rp936.165.000,0O menjadi Rp4.O20.135.000,00.
yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
(a) Belanja Modal Mebel semula RpI.729.079.000,O0 bertambah

Rp57 1.309.OO0,0O menjadi Rp2.300.388.0OO,00;

(b) Belanja Modal Alat Pembersih semula Rp87O.831.000,OO
bertambah Rp252.945.0OO,00 menjadi Rp 1. 123.776.0OO,OO;

(cf Belanja Modal AIat Dapur semula Rp26.138.O00,0O
bertambah Rp72.51 I .O00,0O menjadi Rp98.649.OOO,OO; dan

(d) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
semula Rp5O7.922.OO0,OO bertambah Rp39.4OO.00O,00
menjadi Rp547.322.OOO.O0;

(3) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat semula
Rp42.745.0O0,0O bertambah Rp221.799.000,0O menjadi
Rp264.544.OOO,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian
objek belanja:

(a) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat semula tidak dianggarkan,
dalam Rancangan Peraturar Daeral Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 dianggarkan
Rp87.5Oo.OOo,O0;

(b) Belanja Modal Kursi Keda Pejabat semula tidak dianggarkan,
dalam Rancangan Peratur.rn Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 dianggarkan
Rp28.250.00O,00; dan

(c) Belanja Modal l,emari dan Arsip Pejabat semula
Rp42.745.OO0,OO bertambah RplO6.O49.OOO,OO menjadi
Rp148.794.0OO,O0;

c) Belanja Moda-l Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar semula
Rp128.066.000,O0 bertambah Rp42.3O6.OOO,OO menjadi
Rpf 7O.372.OOO,OO atau O,O I o/o dari total belanja daerah dalam
Rancangal Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, yang hanya diuraikan ke
dalam rincian objek Belanja Modal Alat Studio semula
Rp128.O66.000,OO bertambah RP42.306.000,OO menjadi
Rpf 70.372.000,O0, yang diuraikaa pada sub rincian objek belanja:
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(a) Belanja Modal Peralatan Sfudio Audrb semula Rp75.O00.0O0,O0
bertambah Rp 18.984.O0O,OO menjadi Rp93.984.OOO,OO;

(b) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan FiIm RpS3.066.OOO,O0;
dan

(c) Belanja Modal Alat Sfudio Lainnya semula tidak dianggarkan,
da-lam Rancangan Peraturan Daeratr Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
Rp23.322.o00,00;.

d) Belanja Modal Komputer semula Rp3.S77.390.0OO,00 bertaobah
RpS. 547. 568.000,O0 menjadi Rp9. I 64.958.OOO,0O atau O,T 8o/o dai
total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan ApBD Tahun Anggaran
2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek:

(1) Bela-nja Modal Komputer Unit semula Rp2.820.277.0OO,O0
bertambah Rp4.9 I 5.588.0OO,OO menjadi Rp7.735.865.O00,00,
yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Komputer Unit
semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2O23 dianggarkan Rp1.364.0f 4.OOO,OO pada Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Selanjutnya, Belanja Modal Komputer Unit dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentanS Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan pada sub rincian
objek belanja:

(a) Belanja Modal Komputer Jaringan Rp571 . 190.00O,O0; dan

(b) Belanja Modal Personol Computer semula
Rp2.249.O87.000,OO benambah Rp4.9 15.588.0O0,00 menjadi
Rp7.164.675.0O0,O0;

(2) Belanja Moda.l Peraiatan Komputer semula Rp757. 113.000,OO
bertambah Rp671.98O.0O0,O0 menjadi Rp1.429.093.0OO,OO,
yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Peralatan Personal Computer semula
Rp330.609.OO0,0O bertambah Rp331.380.O0O,O0 menjadi
Rp661.989.0OO,00;

(b) Belanja Modal Peralatan Jaringan semula Rp262.504.00O,0O
bertambah Rp332.60O.000,0O menjadi Rp595. 104.O00,0O;
dan

(c) Belaaja Moda-l Peralatan Komputer l,ainnya semula
Rp164.0OO.OO0,00 bertambah Rp8.000.000,00 menjadi
Rpl72.ooo.OOO,0O.

e) Belanja Modal Alat Eksplorasi semula Rp3.50O.000,O0 bertambah
Rp2O.O0O.OOO,0O menjadi Rp23.5O0.OOO,OO; atau O,OO2o/o dari total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
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Dogiyai tentang Perubahan ApBD Tahun Anggaran 2023, yang
hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat
Eksplorasi Geofisika semula Rp3.5OO.0O0,0O bertambah
Rp20.OO0.OOO,OO menjadi Rp23.5OO.0O0,OO, yang hanya diuraikan
ke dalam sub rincian objek Belanja Moda-l Elektro nik/ Elec,tric
semula Rp3.500.0OO,00 bertambah Rp2O.000.0OO,O0 menjadi
Rp23.50o.000,0o;

f) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan pemumian semula
Rp7.028.000,00 bertambah Rp350.0O0.000,0O menjadi
Rp357.028.0OO,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke
dalam rincian objek Belanja Modal Pengolahan dan pemurnian
semula Rp7.028.O00,O0 berrambah Rp35O.OOO.00O,O0 menjadi
Rp357.O28.000,OO yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian
objek Belanja Modal Alat Pengolahan Air semula Rp7.O28.OO0,OO
bertambah Rp35O.0O0.0OO,O0 menjadi Rp357.O28.0O0,00;

g) Belanja Modal Peralatan Olahraga semula tidak dianggarkan, dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
Rp759.O43.149,0O atau O,O60lo dari total pendapatan daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke
dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan Olahraga semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dianggarkan Rp759.043.149,O0 yang hanya diuraikan ke dalam sub
rincian objek Belanja Modal Peralatan Olahraga l,ainnya semula
tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dianggarkan Rp759.043. 149,00;

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula Rp6I.347.O43.4OO,OO
berkurang Rp2.863.036.OO0,OO meajadi Rp58.484.0O7.4OO,O0 atau
5,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23,
yang diuraikan ke dalam objek belanja:

a) Belanja Modal Bangunan Gedung semula Rp61.247.O43.4OO,0O

berkurang Rp2.863.036.OOO,O0 menjadi RpS8.384.OO7.4OO,0O;

atau 5,00o/o dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023, yangdiuraikan ke dalam rincian objek belanja:
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(1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula
Rp54.29 1 .652.400,00 berkurang Rp6.579.236.0O0,O0 menjadi
R*7 .712.416.400,00, antara lain tercantum pada belanja:

(a) Belanja Modal Bangunan Geclung Tempat Kerja semula
Rp21.354.736.0OO,OO berkurang RplO.S2O.S00.OOO,OO
menjadi Rp10.834.236.000,00 pada Sub Kegiatan
Perencanaan, Pembaagunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota;

(b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
Rtr3.7O 1.191.OO0,0O pada Sub Kegiatan Pembangunan
l,aboratorium Sekolah Dasar;

{c) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ke{a
Rp10.791.932.800,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan
Laboratorium;

(d) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23
dianggarkan Rpl.OOO.00O.0OO,O0 pada Sub Kegiatan
Pembangunan Asrama Sekolah;

(e) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
Rp3.649.398.60O,O0 pada Sub Kegiatan Pembangunan
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;

(fl Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
Rp3.272.350.OO0,00 pada Sub Kegiatan Pembaagunan
Dermaga Sungai dan Danau;

(g) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dianggarkan Rpl.OOO.OOO.0OO,OO pada Sub Kegiatan
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam
Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM,
serta Desain dan Teknologi; dan

(h) Belanja Modal Bangunar Gedung Tempat Keda semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23
dianggarkan Rpl.86O.000.0O0,00 pada Sub Kegiatan
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagargan.

Selanjutnya, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubalran APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke
dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Bangunan Gedung Kaltor semula
Rp22.945.986.OOO,OO berkurang Rp9.834.236.000,00
menjadi Rp 13. 1 1 l.75O.O00,OO;

(b) Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium
Rp58.875.OOO,00;
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(c) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat pendidikan
Rp24.o 15.870.80O,OO;

(d) Belanja Modal Bangunan Cedung Tempat Olahraga semula
tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun

2023 dianggarkan Rp36S.O00.0OO,00;

(e) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ pasar
semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan peraturan
Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan ApBD Tahun
Anggaran 2O2 3 dianggarkan Rp2. 86O.OO0. 00O, 0O;

($ Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/ pelabuhan /
Bandara Rp3.272.35O.OOO,00;

(g) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum semula
Rp3. 198.570.600,00 bertambah Rp3O.O00.0OO,OO menjadi
Rp3.228.570.6O0,0O; dan

(h) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
Rp800.000.OOO,0O.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggat semula
Rp6.955.391.OO0,O0 bertambah Rp3.7l 6.200.000,00 menjadi
Rp1O.671.59f .OO0,0O, yang harya diuraikan ke dalam sub
rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal
Lainnl'a semula Rp6.955.391 .0O0,0O bertambah
Rp3.716.200.0O0,O0 menjadi Rp10.67 1.59 1.OO0,O0, yang antara
lain tercantum pada:

(a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
Rp3.OO9.659.0OO,O0 pada Sub Kegiatan Pembangunan
Asrama Sekolah; dan

(b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
semula Rp3.OOO.0OO.O0O,00 bertambah Rp3.7 I 6. 2OO.0OO,OO
menjadi Rp6.716.2O0.00O,0O pada Sub Kegiatan
Pembangunan Rumah Baru Iayak Huni.

b) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti RpI0O.OOO.00O,00 atau
0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal
Tugu/Tanda Batas RpIOO.0OO.0OO,O0, yang diuraikan ke dalam
sub rincian objek Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
Rpl00.0OO.OOO,OO.

4) Belanja Modat Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula
Rp66.8aO.985.620,00 bertambah Rp8.172.615.5OO,0O menjadi
Rp75.O 13.6O l.12O,OO atan 6,420/o dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O23, yang diuraikan ke dalam objek belanja:



-105-

a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula Rp63.55O.g3 L.9O7,OO
bertambah RpS. I 57.265.5OO,0O menjadi Rp68.708.O97.4O7,O0 atau
5,88% dari total belanja daerah dalam Rancangan peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan ApBD Tahun Anggaran
2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(l) Belanja Modal Jalan semula Rp61.135.831 .9O7,OO bertambah
Rp4.932.265. 500,00 menjadi Rp66.068.O92 .4O7,AO, artara lain
tercantum pada

{a) Belanja Modal Jalan Rp8.283.O00.OO0,O0 pada Sub Kegiatan
Pembangunan Jalan Strategis Desa;

(b) Belanja Modal Jalan semula Rp15.296.687.5O0,O0 berkurang
Rp46.162.500,O0 menjadi Rp15.25O.525.OO0,O0 pada Sub
Kegiatan Pembangunan Jalan;

(c) Belanja Modal Jalan semula Rp25.948.779.796,00 bertambah
RpS.038.428.OOO,0O menjadi Rp30.987.207.796,0O pada Sub
Kegiatan Rekonstruksi Jalan; dan

(d) Belanja Modal Jalan Rp9.022.410.O0O,OO pada Sub Kegiatan
Rehabilitasi Jalan.

Selanjutnya, Belanja Modal Jalan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek
belanja:

(a) Belanja Modal Jalan Kabupaten semula Rp6O.635.831.907,00
bertambah Rp4.932.265.5OO,0O menjadi
Rp65.568.097.407,OO; dan

(b) Belanja Modal Jalan Lainnya Rp50O.OOO.OOO,OO.

(2) Belanja Modal Jembatan semula Rp2.415.OOO.OOO,OO bertambah
Rp225.OOO.00O,OO menjadi Rp2.64O.0OO.OO0,00, yang hanya
diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jembatan
pada Jalan Kabupaten semula Rp2.4 1 5.OOO.OOO,OO bertambah
Rp225.O00.000,00 menjadi Rp2.640.000.0O0,0O, yang hanya
tercantum pada Belanja Modal Jembatan semula
Rp2.415.O00.OO0,0O bertambah Rp225.O0o.00o,O0 menjadi
Rp2.640.O0O.0O0,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan
Jembatan.

b) Belanja Modal Bangunan Air semula tidak dianggarkan, dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
Rp1.950.0Oo.o0O,O0 atau O,l7Yo dari tota-l pendapatan daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke

dalam rincian objek Belanja Modal Bangunan Air Irigasi semula
tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
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Dogiyai tentanB Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dianggarkan Rpf .95O.0O0.0O0,OO, yang hanya diuraikan ke dalam
sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya
semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23
dianggarkan RpI.95O.0OO.OOO,00, yang hanya tercantum pada
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Belanja Modal Bangunan Air
Irigasi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan Rpl.95O.OOO.OO0,0O pada Sub
Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan.

c) Belanja Modal Instalasi semula Rpl50.OOO.000,0O bertambah
Rp50O.0O0.O00,O0 menjadi Rp65O.OO0.O00,00 atau 0,06% dari total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2o23, antara lain
yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dianggarkan Rp5OO.000.0O0,OO, yang hanya diuraikan ke dalam
sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku
Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23 dianggarkan Rp5OO.OO0.OO0,OO, yang hanya
tercantum pada Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku
l.ainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 dianggarkan Rp500.OOO.O00,00 pada Sub
Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas
Pelayanan Kesehatan.

(2) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Rp15o.oo0.O00,oo, yang
hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal
Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya Rp 150.00O.OO0,00;

d) Belanja Modal Jaringan semula Rp3.f40.153.713,OO bertambah
Rp565.350.0OO,OO menjadi Rp3.705.5O3.7 I 3,0O atau O,32o/o d'ari
total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang
diuraikan ke dalam objek belanja:

{1) Belanja Modal Jaringan Air Minum Rp3.14O.153.713,00, yang
hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belalja Modal Jaringan
Air Minum [ainnya Rp3.14O. f 53.713,OO, yang antara lain
tercantum pada Belanja Modal Jaringan AA Minum
Rp3.037.O4O.OOO,OO pada Sub Kegiatan Pembangunan SPAM

Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.
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(2) Belanja Modal Jaringan Listrik semula tidak dianggarkan, dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
Rp565.350.O0O,OO, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek
Belanja Modal Jaringan Listrik la.innya semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dianggarkan Rp565.350.0OO,00;

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula Rp I . I 54.O00.0OO,00
bertambah Rp235.OO0.00O,0O menjadi Rp1.389.O00.0OO,00 atau
O,12o/o dari total belanja daerah da.lam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggarea 2023,
yang diuraikan ke dalam objek belanja:

a) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp524.OOO.OOO,0O, yang hanya
diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bahan
Perpustakaan Tercetak Rp524.00O.00O,0O; dan

b) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga
semula tidak diaaggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23
dianggarkan Rp235.OOO.OO0,00, yang hanya diuraikan ke dalam
rincian objek Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogi-vai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
dianggarkan Rp235.0O0.OOO,00; dan

c) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp63O.OOO.O00,OO, yang hanya
diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tidak
Beru'ujud Rp63O.0O0.O00,OO;

6) Belanja Modal Aset Lainnya semu.la Rp1.l5O.O00.00O,OO bertambah
Rp2.665.OOO,O00,OO menjadi Rp3.815.OOO.OOO,OO atau O,330/o dari
total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya
diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak
Berwujud semula Rp1.150.OoO.000,00 bertambah
Rp2.665.0O0.OO0,00 menjadi Rp3.815.00O.00O,OO, yang hanya
diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
semula Rp l. 1 5O.00O.OO0,O0 bertambah Rp2.665.O0O.0O0,O0 menjadi
Rp3.815.OOO.OOO,OO, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal
Aset Tidak Bcruujud semula Rp2OO.OO0.O0O,OO bertambah
Rp2.O5O.OOO.OO0,OO menjadi Rp2.25O.OOO.OOO,0O pada Sub Kegiatan
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Bidang Keuangan Daerah;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2o23 dalam rangka pengadaan
aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa
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manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan
pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai , sebagaimana
diamanatkan da.lam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan
keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif,
transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan
mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden
Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 3a Marct 2022.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud daJam pelaksanaannya juga
harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah
Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
7 Tahun 2O06, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l l Tahun 2OO7, sebagaimana maksud butir
D.l6.b. I l) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022.

Selanjutnya, untuk standar satuan biaya belanja pengadaan kendaraan
dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun
2020.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran yzrng tercantum
pada:

1) Bclanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp6.088.914.848,00
atatt O,52o/o dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dogiyai tentaflg Perubahan APBD Tahun Anggaran
2O23, yang diuraikan pada rincian objek Belanja Modal Alat Kesehatan
Umum Rp6.O88.914.84E,0o, yang hanya diuraikan pada Belanja Modal
Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp6.O88.914.848,O0, yang antara lain
tercantum pada Belanja Modal Alat Kesehatan Umum
Rp4.755.740.4O8,OO pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

2) Belanja Modal Alat l,aboratorium RpI.785.857.0O0,00 atau 0,15% dari
total belanja daerah dari total belanja daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023, yang diuraikan pada rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Unit Alat l.aboratorium Rp218.75O.000,OO, yang
hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal AIat
Laboratorium Pendidikan Rp2 I 8.75O.OO0,OO;

b) Belanja Modal Alat Peraga Praktck Sekolah Rp1.51O.503.000,OO,
yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Alat
Peraga Praktik Sekolah l,ainnya Rp 1.51O.503.OOO,00; dan
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c) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
Rp56.6O4.O00,0O yang hanya diuraikan pada sub rincian objek
Belanja Modal Alat Kesehatan Kerja Rp56.6O4.00O,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dalam
pengadaannya hanrs memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat
kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif
dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seka.ligus
tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional
peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

f. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban
APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-
tahun sebelumnya dan bantuan sosial vang tidak dapat direncanakan
sebelumnya. Belanja Tidak Terduga tersebut antara lain dapat digunakan
dalam rangka penanganan COWD-lg dan dampaknya dengan
memperhatikan kebijakan kesehatan, sebagaimana maksud butir D.l6.c
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula
Rp25.597.86O.958,0O berkurang Rp7.640.a11.O03,00 menjadi
Rpl 7.957.449.955,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan
secara memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yarrg dihitung secara
rasional dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak
dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah
daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana

maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Pcraturan Pcmcrintah Nomor 12 Tahun
2019.

Selain itu, alokasi anggarurn Belanja Tidak Terduga juga
memperhitungkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah
antara lain dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan
mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas
harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah
Daerah Kabupaten Dogiyai menyediakan anggaran yang memadai untuk
pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan
masyarakat.

g. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula Rp146.656.3O8.400,00
bertambah Rp2.176.O85.OOO,OO menjadi Rp1a8.832.393.4OO,OO atau
12,7 4"/" dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah



Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, yang
diuraikan pada Belanja Bantuan Keuangan semula
Rp146.656.308.400,00 bertambah Rp2.176.085.O00,0O menjadi
Rp148.832.393.400,0O, yang diuraikan pada objek Belanja Bantuan
Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula
Rp146.656.3O8.4O0,00 bertambah Rp2.176.085.00O,OO menjadi
Rp1a8.832.393.400,00, yang diuraikan pada rincian objek belanja:

l) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau
KabupatenlKota kepada Desa semula Rp89.238.366.0O0,O0
bertambah Rp2. I 76.085.0OO,OO menjadi Rp9 1 .4 14.45 I .0O0,00; dan

2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau
Kabupatenf Kota kepada Desa Rp57.4 1 7 .942.4OO,OO.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka kerja sama
daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau
tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau
penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuaa keuangan
daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihal serta alokasi
belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali
ditentukan lain sebagaimana maksud Pasal 67 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, dalam pelaksanaannya agar Pemerintah Daerah Kabupaten
Dogiyai tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan
kewajaran serta penghematan penggunaan €rnggaran dan disesuaikan
dengan kebututran nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana
maksud Pasal 3 ayat (1) Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19.

Penyediaan anggaran bartuan keuangan yang bersifat khusus kepada
Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa harus memperhatikan
sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2O23 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan
tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran
2O23 sebagaimana maksud butir F.1.f.31) LampAan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus
mengalokasikan anggaran belanja bantuan keuangan kepada
Pemerintahan Desa paling sedikit 10o/o (sepuluh persen) dari DTU (DAU

dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam
APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana
Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam raagka
otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan dengaa berpedoman pada Pasal 72 Undang-Undang
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Nomor 6 Tahun 2O12 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa serta butir D.16.d.2).b).(7), butir D.16.d.2).b) (8) dan
butir D.16.d.2).b)(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahrun2022.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami
defisit semula Rp29.52 f .079.73 1,OO bertambah menjadi Rp45.8OO.9 I 6.735,00
menjadi Rp75.32 1.996.466,00, dirinci sebagaimana Tabel. 18 seb"gei berikut:

Tabel. 18.
Pembiayaan Daerah
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Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebdakan pembiayaaa daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan
rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai
untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan
peratur€m perundang-undangan.

2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana
pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas
penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.

3. Penerimaan Pembiayaan
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Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O23 dianggarkan Penerimaan Pembiayaan semula
Rp30.101.O79.731,OO bertambah Rp45.8O0.916.735,00 menjadi
Rp75.901.996.466,00 atau 6,500/o dari total belanja daerah. Penerimaan
pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya semula Rp30. f 0 f .079.73 1,00 bertambah Rp45.800.9 1 6.735,00
menjadi Rp75.901.996.466,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
Rp 1. 168.576.232.858,00.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus secara terus-
menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan
anggaran Tahun Anggaran 2023 guna menghindari potensi besarnya SiLPA
pada Tahun Anggaran 2023 walaupun SiLPA Tahun Anggaran 2022 tersebut
secara persentase walaupun SiLPA Tahun Anggaran 2022 tersebut secara
persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan SiLPA Tahun
Anggaran 2O2l Rp43.3O5.889.120,93 dari total belanja daerah
Rp432.657 .7 7 7 .224,OO.

4. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Pengeluaran Pembiayaan
Rp58O.0OO.OOO,OO atau O,O5% dari total belanja daerah, yaitu:

Penyertaan Modal Daerah Rp580. 00O. 000, 0O, dianggarkan dalam Rancangan
Peratwan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 sepanjang jumlah yang akan disertakan dalam tahun
anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan, yang ditetapkan
sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas
Rancangan Peratur:rn Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sebagaimana maksud Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai
tcrlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi
oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan
oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir E.3.b.(3) la.mpiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang penyertaan modal dan alokasi penyertaan modal
dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah
tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten
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Dogiyai tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud
butir E.3.b.(3).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022.

rV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DOGIYAI TEI{TANC PENJABARAN APBD
DENCAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 diuraikan dalam Tabel. 19 sebagai berikut:

Tabel. 19.

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPD, KUA dan

PPAS

Jumlah Alokas
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Jumlah

Sub
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Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terhadap kesesuaian Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 dan
Rancangan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23 dengan Perubahan RKPD serta Perubahan KUA dan Perubahan
PPAS, diuraikan sebagai berikut:

Kegiatan/ sub kegiatan yang terdapat dalam KUPA, Perubahan PPAS dan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 tetapi tidak terdapat dalam Perubahan RKPD, antara lain tercantum
pada:

1. Dinas Kesehatan:

Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota, yang antara lain diuraikan pada:

a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Rp62.96O.OOO,0O;

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Rp49.27O.OOO,OO;

J
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c. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp49.27O.000,O0;

d. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Rp49.270.OOO,0O;

e. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Rp49.270.OO0,00;

f. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Rp49.270.000,00;

g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp49.270.OOO,OO;

h. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanaa Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Rp49.270.O0O,O0;

i. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga T\rberkulosis
Rp49.270.000,00;

j. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanaa Kesehatan Orang dengan Risiko
Terinfeksi HIV Rp49.340.OO0,O0.

2. Dinas Perumahan Ralcyat dal Kawasan Permukiman:

a. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah, yang antara Lain diuraikan pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
Rp29.O88.0OO,OO;

b. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota, yang antara lain diuraikan pada:

1) Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau
Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota Rp30. 020.O0O,0O;

2) Sub Kegiatan Identifikasi lahan-Lahan Potensial sebagai l,okasi Relokasi
Perumahan Rp30.020.000,00;

c. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah:

Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM bsgi UKM dalam Daerah
Kabupaten/Kota, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Peningkatan
Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM
UKM Rp354.600.0OO,O0;

d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan:

Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidaag
Perencanaan Pembangunan Daerah, yang hanya diuraikan pada Sub
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Rp4O0.O00.OOO,OO;

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dar:,

Ralcangan Peraturan Bupa.ti Dogiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 belum berpedoman pada RKPD, KUA, PPAS sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 31O Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2O15.
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Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus mengupayakan
konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari
Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 sesuai
amanat Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat l2l dan ayat (3) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O08 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal
23 ayal (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 9O ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.

Berkaitan dengan itu, terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum
tercantum dalam P-RKPD dan KUPA-P-PPAS tidak diperkenankan untuk
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2Q23 dan Rancangan Perafuran Bupati Dogiyai
tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 dan dialihkan untuk
mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam
RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembalgunan
Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Dogiyai dan/ atau dalam rangka pen.mganan dampak inflasi dan memenuhi alokasi
anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40olo (empat puluh
persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer
Kepada Daerah dan/atau Desa serta mengalokasikan .rnggaran produk usaha
mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kuran gnya 4oo/o (empat puluh persen)
dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat,
keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi setelah P-RKPD ditetapkan, KUPA dan P-PPAS disepakati dan/atau
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O23 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dapat
menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya
ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DOGryAI TEI.ITANC PENJABARAN APBD
DENCAN RPJMD

Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peratulan Bupati
Dogiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan
RPJMD belum tercantum dalam t ampiran VII Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Bcrkaitan dengan itu, Pemerinta-h Daerah Kabupaten Dogiyai memperhatikan:

I . Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja
daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketenruan peraturan
perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas
daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan

2. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil
fasilitasi RKPD Tahun 2023 serta Berita Acara Pembahasan Pembahan KUA dan
Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2O23. Selanjutnya, agar penyesuaian program
mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Makro {IKM),
Indikator Kinerja Utama (lKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2019-2O23.

VI. REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dalam menyusun Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23, selain
memperhatikan kebijakan dan teknis pen5rusunan APBD, juga berpedoman pada
antara lain sebagai berikut:

A. Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dalam penyusunan rancangan RKPD,
ranc€rngan KUPA dan P-PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 harus menggunakan
klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan
keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2O19 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangu.nan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
9O0.1.15.5-1317 Tahun 2023 dar: pemutakhirannya serta dilaksanal<an secara
elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7O Tahun 2Ol9
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimalsud pada
butir F.l.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahur, 2022.

B. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi
permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa
yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran
untuk:
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1. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah
menyediakan alokasi anggar.rn dalam Perubahan APBD Tahun Ang€laran
2023 sesuai dengan ketentuan peratur.rn perundang-undangan terkait; dan

2. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat,
seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga
yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan;

sebagaimana maksud butir G.57.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022.

C. Sasaran utama pengembalgan Wilayah Kabupaten Dogiyai pada tahun 2023
adalah pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Papua sebesar 8,4% s.d 11,5%,
menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan sebesar
23,5% s.d 24,Oo/o, serta meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan
tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,5o/o s.d. 3,8o/o dengan
mempertimbangkan potensi pemulihan kembali lrebound) kondisi sosial
ekonomi masyarakat setelah terdampak pan demi COWD- 19 serta setelah melalui
pembahasan bersama pemerintah daerah sesuai Peraturan Presiden Nomor 1O8

Tabun 2022.

Selain itu, penurun.rn kemiskinan pada tahun 2022 terus diupayakan untuk
mengejar ketertinggalan karena adanya penambahan penduduk miskin pada
tahun 202 1 pasca pandemi COWD-lg. Untuk itu, strategi utama untuk
mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah integrasi kebijakan
afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempumaan skema
pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program
bantuan sosial. Bcrkenaan dcngan itu, penurunan tingkat kemiskinan
dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan
meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

D. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan
peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun
20o9, sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022.

E. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2Q23 dar,
Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaian
2O23 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan
sesuai maksud Pasal 24 ayat (a) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2O19, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
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F. Setiap pejabat dilarang melalrukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas
beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia
atau tidak cukup tersedia sesuai amanat Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 20O4 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

G. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas
belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai agar mengalihkan
penggunaannya untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas
sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang
pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dan/atau dalam rangka
pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif
dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan,
kesehatan, sosial, ekonomi, penganggaran belanja wajib dalam rangka
penanganan dampak inflasi, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur
Pelayanan Publik paling rendah 40olo (empat puluh persen) dari total belanja
daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau
Desa serta mengalokasikan anggaran produk usaha mikro, usaha kecil dan
menengah sekurang-kurangnya 4oo/o (empa:t puluh persen) dari total belanja
barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai menganggarkan Tambahan Penghasilan
ASN dalam Rancangan Peraruran Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O23 dengan berpedoman:

l. Menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait
sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;

2. Mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi
penganggaran TPP ASN;

3. Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam
hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau
memanfaatkan aset milik/ dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai
secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugiaa negara/daerah
berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK serta Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri atau Inspektorat Daerah; dan

4. Mengingat relatif tingginya risiko te{adinya korupsi dalam penyelenggara€rn
pengadaan barang/jasa, ^gar Pemerintah Daerah memprioritaskan
pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu pada hasil evaluasi jabatan.
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I. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan
kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai
pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besamya (ualue for
monEgl, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus melakukan langkah-
langkah strategis percepata-n realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23
dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman
pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2O18 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah.

J. Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dalam menganggarkan percepatan
peningkatan penggunaan produk da.lam negeri dan produk usaha mikro, usaha
kecil dan menengah sekurang-kurangaya 4Oo/o (empat puluh persen) dari total
belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai
amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahw 2022 tanggal 30 Maret 2O22.
Sehubungan dengan hal tersebut, pengadaan barang/jasa dalam rangka
menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk
meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah
Kabupaten Dogiyai dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus
mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton {aspal alam dari Pulau
Buton) dalam upaya peningkatan penggunaan aspal buton sebagai bahan
tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja
daerah, dan pembiayaan daerah dalam Pembahan APBD Tahun Anggaran 2023,
Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai untuk melakukan langkah -langkah
strategis, antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara
bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi
informasi;

2. Menyrrsun rencana kegiatanl sub kegiatan (roadmapl dengan penjadwalan
secara periodik, konsisten, dan terukur;

3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi
pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan; dan

4. Untuk melakukan asistensi d,an Monitoring terhadap yang masih rendah
penyerapan anggarannya;

dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
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L. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan
bermotor listrik berbasis baterat {battery electric uehicle)sebagat kendaraan dinas
operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan
daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai untuk melakukan langkah-
Iangkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu:

1. Menyusua dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran
dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan
kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electic uehicle) sebagai
kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi
pemerintahan daerah;

2. Mendorong Badar-r Usaha l'{iiik Daerah ulltuk meningkatlian perigg',.uraar'

berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electrb
uehicle);

3. Melakukan sinergi dan penga\r'asan kepada tiap satuan kerja perangkat
daerah untuk memantau perkembangan pengunaan kendaraan bermotor
listrik berbasis baterai (battery elecirb vehicle) sebagai kendaraan dinas
operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan
daerah di daerah masing-masing; dan

4. memberikan insentif fiskal dan nonliskal berupa kemudahan dan prioritas
bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electic
uehicle) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dengan berpedoman pada lnstruksi Presiden Nomor 7 Tahttn 2022 tentang
Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Batlery Electric
VehiclejSebaga.i Kendaraan Dinas Opcrasional dal/atau Ksndaraan Pertrrangan
Dinas lnstansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

M. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja
untuk keperluaa mendesa-k, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus
mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2O23 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019.

Keadaan darurat meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencala sosial dan/atau kejadian luar
biasa;

2. Pelaksaaaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau

3. Kerusakan sarana/ prasarana ysng d,apat mengganggu kegiatan pelayanan
publik.

Keperluan mendesak meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun angga:'an bedalan;

t
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2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

3. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peratur€rn penrndang-
undangan; dan/atau

4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

N. Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai menyediakan alokasi anggaran dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023, antara lain untuk:

1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat
Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 903/6397 /SJ tanggal 25 November 2020 dalam bentuk
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah terkait tugas
dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

2. Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDAI
Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi
kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh
Gubemur, Bupati Dogiyai , dan camat di wilayah kerja masing-masing
sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 dan butir
G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022;

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai mengalokasikan anggaran dalam
rangka penurunan prevalensi stunfing (pendek dan sangat pendek) pada anak
baduta, penurunan prevalensi kekurangan (under ueigttl) pada anak balita
dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) pada anak balita sebagaimana
diamanatkan dalam butir G.81.a lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
O5O/489O/SJ tanggal 24 Agustus 2O22;

4. Mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan
mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik
lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola
hutannya sendiri, dan mengembangkal penghidupan berkelanjutan di dalam
da.tr sekitar hutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 246 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, sesuai maksud butir G.81.bw. Lampiran
Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 84 Tahun 2022;

5. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Kcluarga (TP-PKK) provinsi/ kabupaten / kota melalui:
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a. Upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga
dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada
SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan
sosial dasar;

b. Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola
Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi peningkatan kualitas
keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti
trafficking, dan keluarga yang melindung anak dari kekerasan seksual;

c. Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dal,am Peningkatan
Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan
kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis
keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan
rumah tang{aa, dan perkoperasian;

d. Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan
Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, lndah. dan Nyaman
dengan mendayaguna-kan lahan/pekarangar dengan tanaman produktif
dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi
pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka
stunting, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan
serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/ tata lalisana
rumah tangga;

e. Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap darr
Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan
Terpadu (Posy'andu) di tingkat Desa/ Kelurahan antara lain pengadaan
alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak,
Antropometri, Thermometer, inscntif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma
dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada
penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil),
melahirkan dan nifas, pembudayaan norma keluarga kecil bahagia
sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam
mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga,
peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan
kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang
tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;

f. Dukungan pelaksanaan rugas dan fungsi TP-PKK provinsi/
kabupaten/ kota dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran
2O23 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub
kcgiatan pada SKPD dcngan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan
berpedoman pada nomenklatur perencanaan pembangunan dan
keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
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g. Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai juga dapat menganggarkan dalam
bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan
dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program,
kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK
dengan prioritas penggunaan unruk mendukung upaya p€ndampingan
keluarga dalam percepatan penurunan Stunting, pengelolaan Posyandu,
pengelolaan 10 {sepuluh} Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial,
peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan
perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di
bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan
di bidang usaha kerajinan rumahtangga, dukungan kegiatan rutin dan
operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta kegiatan
lainnya; dan

h. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM
penerima hibah.

6. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik
Indonesia pada tahun 2O24 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4
Ta}:.tu:n 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,
Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai agar mengambil langkah-langkah
sebagai berikut:

a. Mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem di wilayah provinsi melalui kegiatan I sub kegiatan antara lain:

l) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam
Panti;

2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti;

3) Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;

4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;

5) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

IPMKS) la.innya di Luar HIV/AIDS dan NAIZA di dalam Panti;

6) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;

7) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Lintas Kabupaten/ Kota; dan

8) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai
dengan Kebutuhan Daerah Provinsi, serta penyediaan fasilitasi
distribusi atau intervensi lainnya daiam rangka Stabilisasi Pasokan dan
Harga Pangan.

b. Mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang
ditetapkan oleh Bupati Dogiyai melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:

1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi;
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2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah lintas
Kabupaten/ Kota; dan

3) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan,
Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati Dogiyai terkait
pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui
kegiatan/ sub kegiatan antara lain:

1) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi Program Provinsi; dan

2) Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM.

7. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional
terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi Nasional, Pemerintah
Daerah Kabupaten Dogiyai untuk menyediakan alokasi anggaran terkait
dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara lain
mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan
Syariah (KDEKS), penJmsunan peraturan daerah terkait pengembangan
Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi HaIaI bagi pelaku
usaha mikro dan kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undalgan.

O. Penganggaran kegiatan tahun jamak mempakan kegiatan lebih dari 1 (saru)

tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling
sedikit:

l) Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secqra teknis
merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan f (satu) keluaran yang
memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belasl bulan; atau

2) Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan y.rng menurut sifatnya harus tetap
berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan
bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan
dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:

1l Nama Kegiatan;

2) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan;

3) Jumlah anggaran; dan

4) Alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegratan tahun jamak tidak
melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan
tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan
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strategis nasional s€suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sebagaimana diamanatkan dalam pasal 92 Feraturan pemerintah Nomor 12
Tahun 2O19.

P. Dalam rangke pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2o24,
Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai menyediakan pendanaan bersama
antara provinsi dan kabupaten/kota yang dibebankan pada ApBD masing-
masing Pemerintah Daerah secara proporsional, sesuai beban kerja masing-
masing berdasarkan pelaksanaan tahapan, jadwal, dan program kegiatan
pemilihan yang dimulai tahun 2O22, pada perangkat daerah Kesatuan Bangsa
dan Potitik yang melaksanakan unsur Pemerintahan Umum di daerah dalam
meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara keamanan serta
stabilitas politik dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sebagaimana maksud butir G.40 dan butir G.4l Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Taiun 2O22 s€rta Surat Edaran Nomor
900.1.9.1/5252/SJ tansgal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Q. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 dan
Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 yang tidak tertuang dalam KeputuEan Menteri Dalam Negeri ini, tetap
harus berpedoman pada ketentuan peraturan pe rundang-undangan.

R. Evaluasi terhsdap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Angaran 2O23 dan Rancanga.n Peraturan Bupati
Dogiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O23 yang
tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkal dokumen yang
disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dan kebenaran atas
informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah
Daerah Kabupaten Dogtyai .

R. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
cAP/TrD

RIBKA HALUK

NH PR
gan aslinya

HUKUM.
a.

i
+j

NIP

t
LALLO, SH

t972t 200312 2 0'06


